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WALIKOTA SINGKAWANG

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 1A TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21 TAHUN 2011

Menimbang

Mengingat

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,
Pasal 18 Peraturan Walikota Singkawang 21 tentang
Pajak Air Tanah perlu diadakan perubahan  terhadap
Peraturan Walikota dimaksud.

bahwa Pasal-pasal dalam Peraturan Walikota
Singkawang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pajak Air Tanah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum yang berlaku maka perlu
dilakukan perubahan.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurup a dan hurup b, perlu
menetapkan Perubahan Peraturan Walikota
Singkawang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air
Tanah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 teatang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terskhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049) ; ‘

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan
dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik ' Indonesia
Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tanun
1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Fajak
Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Lain-lain x

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Singkawang Nomor 11) ;

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun
2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang
Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran. Daerah
Kota Singkawang Nomor 14) ;

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 11 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota
Singkawang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23) ;

MEMUTUSKAN :

venetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21

TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK
AIR TANAH
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

oo

10.
11.

12,
13.

14.

15.

16.

Daerah adalah Kota Singkawang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah s*eb_q.gai- unsur
penyelenggara Pemerintah Dacrah. -

Walikota adalah Walikota Singkawang,
Dinas adalah dinas yang membidangi pendapatan. .
Kepala Dinas adalah kepala dinas yang membidangi pendapatan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang’ pqrpéjakan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; BN

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar —

besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulen orang dan / atau modal yang . merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak: rnelakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulen, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan
perpajakan daerah.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah.

Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di
bawah permukaan tanah. '

Air Baku adalah air tanah yang berasal dari air bawah tanah termasuk mata

- air yang diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.

Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air
bawah tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air bawah
tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan
harga dasar air.

Volume air tanah adalah jumlah air dalam suatu luasan tertentu yang
dinyatakan dalam meter kubik (m3).

Harga Dasar Air yang selenjutnya disingkat HDA adalah harga a1r bawgh
tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air' bawah

tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan Faktor Nilai
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24,

25.

26.

27.
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29.
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Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat Fn-Air adalah suatu bobot nilai
komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukan dan

pengelolaan, besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok penggunan
air serta volume pengambilannya.

- Harga Air Baku yang selanjuinya disingkat HAB adalah harga rata-rata air

bawah tanah persatuan volume di suatu daerah yang besarnya sama dengan
nilai investasi untuk mendapatkan air bawah tanah tersebut d1bag1 dengan
volume produksinya.

Kompensasi pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan
atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan teljadl akibat
pengambilan air bawah tanah.

Kompensasi peruntukan dan pengelolaan adalah biaya yang dlpungut
dengan subsidi silang pengambilan air bawah tanah.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan
tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian- 'I‘ahun ‘Pajak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan pcrpajakan
daerah.

Sistem Official Assesment adalah suatu sistern dimana pajak d1h1tung dan
ditetapkan secara jabatan,

Pemungutan adalah suatu rangkeua.n kcglatan mulai dari pcnghlmpunan
data ob_]ck dan subjek pajak, penentuan hesarnya pajak yang terutang

sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya,

Formulir Pendaftaran Wajlb Pajak yang selanjutnya disebut Formuhr
Pendaftaran adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak’ untuk
mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Dinas.

Surat Pemberitahuan Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut.SPtPAT
adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan volume
penggunaan air tanah, tujuan pengambilan air, kriteria air.

Kas Umum Daerah adalah tempat peny:mpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan’ daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Tanda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TBP adalah bukti

pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh Wajib PaJak kepada
Bendahara Penerimaan Dinas.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menentukan besarnya Jumlah pokok
pajak yang terhutang,

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya. disingkat STPD, adalah Surat
untuk melakukan tagihan pajak danfatau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda.
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Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang - undangan perpajakan
daerah yang terdapat dalam Surat Pembetulan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Suret Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Llebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

terhadap Surat Pemberitahuan Pa_]ak Terhutang, ‘Surat Ketctapan paJak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau
pernungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba untuk periode Tahun Pajak
tersebut.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang disingkat dengan NPWPD adalah
Surat Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
adminsitrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.

Pembayaran adalah jumlah uang yang seharusnya diterima oleh orang
pribadi atau badan atas imbalan jasa yang disediakannya, secara tunai,
dan/atau dengan cek dan sejenisnya.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan / atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP PAJAK AIR TANAH
Bagian Kesatu
Komponen Nilai Perolehan Air
NPA terdiri atas volume air tanah dan HDA.

Volume air tanah _sebagaiména dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan
catatan meter air dan atau alat ukur lainnya yang dihitung dalam satuan
meter kubik.

Volume air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan

progresif jumlah pemakaian meter kubik air yang diambil dan atau
diusahakan sebagai berikut :
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(2)

(3)

(4)
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(3)

0 m?3 sd 50 m? ;
Ol m3 sd 500 m3;
501 m3 sd 1.000 m3 ;

1,001 m3 sd 2.500 m? ; dan
2.500 ms3.

° o oo P

Pasal 3

HDA sebagaimana dimaksud pada Pasai -2 ayat (1) mcmuat' korﬁponen
sumber daya alam dan komponen kompensas1 pemulihan, peruntukan dan
pengelolaan. :

Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan komponen yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana
titik pengambilan air tanah tersebut berada.

Komponen kompensasi pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kompensasi pemuiihan kerusakan lingkungan scbaga.l akibat
pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

Komponen sumber daya alam dan komponen kompensasi @emul_iha.n,
peruntukan, dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada - ayat (1)
ditetapkan dengan memberikan bobot presentasi sebagai berikut : -

a. sumber daya alam dengan bobot 60% ; dan
b. komposisi pemulihan, peruntukan, dan pengelolaan dengan bobot 40%.

Bagian Kedua
Komponen dan Bobot Fn- Air
Pasal 4
Fn-Air memuat komponen sebagai berikut :
a. sumber daya alam air tanah ;

b. kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan atau
pemanfaatan air tanah ; dan

c. peruntukan dan pengelolaan air tanah.

Kriteria komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana -dimaksud
pada ayat (1) hurup a ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut.: "

a. jenis air tanah.

b. lckasi sumber air tanah.

¢. kualitas sumber air tanah. -
Jenis air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup a terdm dan
a. air tanah dangkal ;

b. air tanah dalam ; dan

¢c. mata air,

Lokasi sumber air tanah sebagannana dimaksud pada ayat’ [2) hurup b
terdiri dari : :

a. ada sumber air alternatif ; dan
b. tidak ada sumber air altermatif.
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Sumber air alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hurup a terdiri
dari :

a. PDAM ; dan
b.  air permukaan.

Kualitas sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup -
terdiri dari :

a. kualitas baik ; dan
b.  kualitas jelek.

Komponen kompensasai pemulihan kerusakan lingkungan akibat
pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup b
dikenakan biaya kompensasi bagi semua jenis pengambilan air tanah dan
bagi semua tingkat dampak pengambilan air tanah baik yang telah maupun
yang belum menimbulkan kerusakan lingkungan yang terdiri dari :

a. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka
air tanah ;
b.  biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya salinisasi ; dan

c. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya pencemaran air
tanah.

Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurup c dikenakan biaya peruntukan dan pengelolaan air
tanah yang dibedakan berdasarkan kelompok pemakaian air tanah sebagai
berikut :

a. non niaga termasuk di dalamnya :
1. kantor lembaga swasta komersil ;
2. kantor lembaga swasta non komersil ; dan
3. rumah tangga mewah dengan sumur bor.
b. niaga kecil termasuk di dalamnya :
1. hotel melati/losmen/wisma/rumah kontrakan ;

2. warung/kiosphone/salon/usaha kecil yang berada dalam rumah
tangga ;

3. rumah makan/restoran kecil ;

4. apotik / poliklinik / laboratorium / praktik dokter / bidan / kilinik
bersalin ;

S. toko-toko di pusat perbelanjaan/wartel/ warnet/pencucian motor
dan mobil ; dan

6. usaha kecil lainnya.

c.  industri kecil termasuk di dalamnya :
1. perikanan ;
2. peternakan ;
3. hotel bintang 1, 2, dan 3 ; dan
4. industri kecil lainnya.

d. niaga besar termasuk di dalamnya :
1.  hotel bintang 4 dan 5 ;
2. apartemen/real estate ;
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(1)

(3)

institut/perguruan/sekolah swasta/lembaga kursus ;
rumah sakit swasta/gedung olahraga swasta ;
perbankan/lembaga keuangan lainnya ;

night club/bar/cafe/restoran besar ;

pompa bensin / swalayan /mall / bioskop / bengkel besar [
service station / dealer mobil ;

8. perusahaan terbatas/BUMN/BUMD/BUMS ; dan
9. usaha besar lainnya.
e. Industri besar termasuk di dalamnya :

NOo kW

pabrik es/gudang pendingin ;

pabrik makanan/minuman/kopi/kecap/gula ;

pabrik kimia/pupuk/obat-obatan/kosmetik ;

usaha peternakan/tempat pemotongan hewan skala besar’ , =
pusat tenaga listrik ; : N
pabrik tekstil/kertas/ penggilingan padi skala besar ; dan

7. industri besar lainnya. ‘

Biaya kompensasi pemulihan kerusakar lingkungan akibat pengambllan air
tanah sebagaimana dimaksud pada .ayat (7) dan biaya. kompensasi
peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dijadikan satu menjadi biaya kompensasi pemulihan akibat pengambﬂan
dan atau pemanfaatan air tanah.

A s e

HAB
Pasal 5

HAB merupakan nilai rupiah dari biaya eksploitasi atau mvestam untuk

mendadpatkan air tanah dengan volume yang dihasilkan (d1produks1) da]am
masa-umur ¢konomis.

HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 1000 / m3
(seribu rupiah per meter kubik).

!

HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan drtetapkan
dengan Surat Keputusan Walikota Singkawang dan dapat ditinjau secara
periodik disesuaikan dengan kondisi yang ada.

BAB III
PENDAFTARAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pendaftaran
Pasal 6

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya dengan menggunakan
Formulir Pendaftaran kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sebelum kegiatan usahanya.

Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri

oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak pada Dinas disertai dengan tanda
terimanya.



(3)

(3)
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Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi
dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak dengan melampirkan :
a. fotocopy identitas diri / penanggung jawab (KTP, SIM, paspor) ; dan

b. Surat Kuasa apabila pemilik / pengelola usaha / penanggung jawab
berhalangan dengan disertai fotocopy KTP / SIM / paspor / dari
pemberi kuasa.

Formulir Pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kembali kepada dinas paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima.

Formulir Pendaftaran yang disampaikan Wajib Pajak kepada Dinas dan telah
dinyatakan benar serta lengkap lampirannya wajib diberi tanggal terima,
selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak telah mendaftarkan usahanya sebagai objek pajak
dan dinyatakan benar serta lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja Dinas wajib menerbitkan :

a. Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak ; dan
b. Kartu NPWPD.

Bentuk dan isi Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Daftar Induk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Surat
Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan Kartu NPWPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hurup a dan hurup b berturut-turut
tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 7

Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan usahanya dengan menggunakan
SPtPAT yang tersedia pada Dinas.

SPtPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas,
lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan kepada
Dinas dengan melampirkan foto copy identitas diri/ penanggung
Jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor) yang masih berlaku.

SPtPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
a. nomor SPtPAT ; |
b. pajak terutang ;

c. tahun pajak ;

d. nama wajib pajak ;
€ alamat Wajib Pajak ;

f.  tujuan pemanfaatan air ;

g. volume pengambilan air ; dan

h. kriteria air.

SPtPAT yang telah disampaikan kembali kepada Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dicatat ke dalam Kartu Data.

10



(1)
(2)

-N

SPtPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kartu Data sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), berturut-turut tercantum dalam Lampiran V dan VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Untuk menguji kebenaran laporan penggunaan volume air tanah melalui
SPtPAT oleh Wajib Pajak Dinas dapat melakukan pemeriksaan terhadap
laporan dimaksud.

Pemeriksan sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam Berita Acara
Pemeriksaan Pajak Air Tanah.

Bentuk Berita Acara Pemeriksaan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
DASAR PENGENAAN DAN CARA PERHITUNGAN
Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan
Pasal 9
Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.

NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang
dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor :

a. Jjenis sumber air ;

lokasi sumber air ;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air ;
volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan ;
kualitas air ; dan

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan
dan/atau pemanfaatan air.

mo oo g

Bagian Kedua
Cara Perhitungan
Pasal 10

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak.

Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
merupakan NPA dihitung terhadap setiap titik pengambilan air dengan cara
mengalikan HDA dengan volume pengambilan air yang ditetapkan secara
progresif.

Perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus
sebagai berikut NPA =

Volume Pemakaian (m3/veriabel) x HDA (Rp./variabel)

11
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Fn-Air sebagaimana dimaksud pada Pasal (4) adalah merupakan hasil
penjumlahan dari komponen sumber daya alam air tanah dengan volume
komponen kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air

tanah setelah dikalikan bobot masing-masing komponen sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 ayat (4).

Bobot komponen sumber daya alam air tanah dihitung secara eksponensml
pangkat dua terhadap nilai peringkatnya.

Bobot komponen kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan
pemanfaatan air tanah ditetapkan berdasarkan kelompok pemakai air tanah

dan volume air tanah yang diambil atau dimanfaatkan setiap bulannya
secara progresif.

HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari hasil perkalian
antara HAB dengan Fn-Air.

Bobot komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), bobot komponen kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan
pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Fn-Air dan
HAD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VIII
sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Contoh perhitungan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagai berikut :

a. Identitas Subjek Pajak
. Nama Wajib Pajak : LIM BHUN PHIN

PT. PAKUNAM TIRTAJAYA PERKASA

° Nama Perusahaan .
® NPWPD To-

e Jenis Usaha : Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)
e Alamat : Jl. Sagatani Pakunam Singkawang

b. Identitas Objek Pajak

Jenis Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air

Tanah
@ Jenis Sumber Air
. Lokasi Sumber Air

Penurapan mata air pegunungan

Intek air Gunung Passy

e  Tujuan pengambilan : Bahan baku AMDK
¢c. Komponen Sumber Daya Alam
e  Kiriteria : AT, kualitas baik

tidak ada sumber air alternatif

d. Komponen Kompensasi

@ Peruntukan : Industri Besar

° Bobot . 4 (empat)
e. Volume pemakaian.

e  Volume air yang diambil : 625 M3 per bulan.
f.  Faktor Nilai Air (Fn-Air)

° Fn-Air 4.8

o  Harga Air Baku (HAB) : Rp. 1.000,00

12
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g. Nilai Perolehan Air (NPA) :
e Formulasi : Volume x HDA

e  Volume pemakaian : 625 M3 per bulan.

» HDA . Rp. 4.800,00

. NPA ' ' ’ : Rp. 3.000,000,00

o Tarif 20 % : Rp. 3.000.000,00 x 20 %

= Rp. 600.000,00 per bulan

Pasal 11

Besarnya NPA atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah berasal dari jaringan
PDAM d:h:tung berdasarkan jumlah pembayaran bxaya pemakaian
meter kubik air per variabel yang ditagihkan dalam rekening air PDAM.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu
Penetapan
Pasal 12

(1) Pajak Air Tanah dipungut dengan system Official Assesment yang bcsar
pajak terutangnya ditetapkan oleh Kepa.la Dinas.

(2) Pajak Air Tanah yang d1pm1gut dengan system Qfﬁcicﬁ Assésment
sebagaimansa dimaksud pada ayat (1) dibayar denga.n menerbitkan SKPD.

(3) Tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
sebagai berikut :

a. menghitung jumlah ketétapan pajak atas dasar kartu data ;

b. mencatat hasil penghitungan jumlah ketetapan pajak ke--dalam nota
perhitungan ;

c. menerbitkan SKPD atas dasar Nota Perhitungan yang dltanda.tangam
oleh Kepala Bidang Pendapatan ;

d. membuat Daftar SKPD atas dasar SKPD yang telah dlterbltkan serta

ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan dan Kepala Seksi
Pendataan dan Penetapa.n

(4) Tata Cara pengisian dan penyampaian SKPD d1tetapka.n sebagai benkut
a. tata cara pengisian SKPD :
1) mnomor kohir.

diisi dengan mencantumkan nomor urut surat ketetapan Da_}ak
contoh : Nomor Kohir 001, 002, dst

2) masa pajak. , o
diisi dengan mencantumkan saat pajak terutang yaitu saat
berlangsungnya kegiatan yang dapat dikenakan pajak dan atau

saat ditetapkannya ketetapan pajak. Contoh Masa Pajak : 1 (satu)
Tahun, 1 (satu) Bulan dst.

13
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3)

tahun pajak.

diisi dengan tahun pajak yang bersangkutan Contoh
Tahun 2011, .

4} nama badan usaha. .
diisi dengan mencantumkan nama wajib pajak. Contoh
Nama Badan Usaha : PT. PAKUNAM TIRTAJAYA PERKASA

5) alamat.
diisi dengan mencantumkan alamat wajib pa_ja.k Confoh :
Alamat : Jalan Raya Sagatani Desa Pakunam Kecamatan
Singkawang Selatan.

6) NPWPD '
diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Contoh
NPWPD : 0.0000000.00.00

7) 1anggal jatuh tempo.
Diisi tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetorali ‘pajak.
Contoh : Tanggal Jatuh Tempo : 30 hari setelah SKPD diterima.

8) kode rekening. .
Diisi dengan mencantum kode rekening jenis pajak.
Contoh : 4.1.1.08.01.

9) jenis pajak daerah.
diisi dengan jenis pajak daerah, Contoh :
Pajak Air Tanah
Volume air : 625 M3

10) jumlah’ ‘
Diisi dengan besarnya jumlah pajak yang terutang
Contoh : Jumlah : Rp. 600.000,00

11) tanda terima.

diisi dengan mencantumkan NPWPD, Nama, Alamat _]umlah yang
dibayar dan tanda tanggan sipenerima. .

Tata cara penyampaian SKPD :
a. menyerahkan asli SKPD kepada Wajib Pajak ;
b. Wajib Pajak menandatangani tanda terimanya ; dan

¢. menyerahkan salinan SKPD beserta Daftar SKPD kepada Kepala Seksi
Pembukuan dan Pengendalian dan Kepala Seksi Penagihan,

Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kartu Data
sebagaimana dimaksud pada ayat -(3) hurup a, Nota Perhitungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurup b, Daftar SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3} hurup ¢ berturut-turut terdapat dalam Lampiran XII
sampai dengan Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terp1sahkan
dari Peraturan Walikota ini.

14



LA

» L]

n

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

Bagian Kedua Co
Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran Lo
Pasal 13.-

Pajak terutang dibayar oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak ‘dengan
menggunakan SKPD atau Nota Perhitungan kepada Kas Umuin Daerah

melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk dan atau Bendahara Penerimaan
Dinas.

Pembayaran pajak terutang melalui Bendahara Penerin;aah Dinas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dinas wajib mengeluarkan TBP.

Pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 30 hari setelah SKPD diterima. SR

Pajak terutang ya.ng diterima langsung oleh Bendahara Penerimé.éﬁ_ Dinas
dari Wajib Pajak, wajib disetorkan ke Kas Umum Daerah oleh Bendahara

Penerimaan Dinas selambat-lambatnya 1 x 24 jam dengan Iric:nggl;tnakan
STS. ' :

Apabila batas waktu pembayaran jatuh padé hari libur, maka bE.ltI.fl"S} waktu
pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya. L
Penyetoran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan Iunas ke Kas
Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas paling. lambat
30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. T

Terhadap usaha yang dilakukan atas nama atau tanggungan beberapa orang
atau badan, atav lebih dari 1 (satu) orang atau beberapa badan, maka orang
atau badan, masing-masing anggota atau masing-masing pengurus badan
dianggap sebagai Wajib Pajak, dan bertanggung jawab renteng atas
pembayaran pajaknya. :

Pembayaran Pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dalam bentuk tunai, cek
dan sejenisnya.

Bentuk dan isi TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan STS
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berturut-turut tercantum dalam
lampiran XV dan lampiran XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini. ' ' :

Bagian Ketiga '
Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran.
Pasal 14

Dinas atas. nama Walikota dapat memberikan persetuyjuan  untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang dalam SKPD/STPD
atas permohonar Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang

" ditentukan.

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak, terutang
dilakukan sebagai berikut : e

a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran
maupun menunda pembayaran pajak, wajib mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Walikota u.p. Kepala Dinas disertai dengan

alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD/ STPD. yang
dimohon; ' C
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permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus sudah
diterima oleh Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jatuh
tempo pembayaran yang ditentukan dengan melampirkan rincian utang
pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta
alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan tersebut;

permohonan" sebagaimana dimaksud dalam huruf b dicatat dalam Buku

Register Permohonan Angsuran dan Buku Register Periundaan
Pembayaran;

jika permohonan disetujui, maka dibuat Surat Perjanjian Angsuran dan
Daftar Surat Perjanjian Angsuran serta Surat Persetujuan Penundaan’
Pembayaran dan Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Wajib Pajak;

Jjika permohonan ditolak, maka dibuat Surat Pemberitahuan Penolakan
Angsuran serta Surat Pemberitahuan Penolakan .Pepundaan
Pembayaran; ' ' C

Dalam hal Wajib Pajak telah mengajukan permohonan- Pembayaran
Angsuran atau Penundaan Pembayaran dengan melampirkan dekumen
dan alasannya, Dinas wajib menyerahkan Surat Perjanjian ‘Angsuran
atau Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran, atau Surat
Pemberitahuan Penolakan Angsuran atau Surat Pemberitahuan
Penolakan Penundaan Pembayaran kepada Wajib Pajak paling lambat
14 (empat belas) hari kerja;

copy Surat Perjanjian Angsuran dan Daftar Surat Perjanjian Angsuran
atau Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran dan Daftar Persetujuan
Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d
disampaikan kepada Seksi Pembukuan dan Pengendalian, dan Seksi
Penagihan; R

copy Surat Pemberitahuan Penolakan Angsuran atau .. Surat
Pemberitahuan Penolakan Penundaan Pembayaran sébagaimana
dimaksud dalam huruf e disampaikan kepada Seksi Pembukuan dan
Pengendalian, dan Seksi Penagihan, Lo

pembayaran secara angsuran diberikan paling lama 2 (dua):kali
angsuran dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak.tanggal
Surat Perjanjian, kecuali ditetapkan lain oleh Dinas berdasarkaii alasan
Wajib Pajak yang dapat diterima; '

pembayaran secara angsuran tidak. menﬁnda kewajiban Wajib Pajak
untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak
berjalan;

penundaan pembayaran diberikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD/
STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas berdasarkan alasan
Wajib Pajak yang dapat diterima; '

terhadap jumlah angsuran yang telah disetujui sesuai Surat Perjanjian
Angsuran, harus dibayar setiap bulan dan tidak dapat dibayar dengan
angsuran lagi; dan ) ' i

Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayarén secara
angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran
untuk SKP yang sama. _
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Bentuk dan isi Surat Permohonan Angsuran, Surat Permohonan Penundaan
Pembayaran, = Buku Register Permohonan Angsuran, Buku «Reglster.
Permohonan Penundaan Pembayaran, Surat Perjanjian Angsuran, Daftar
Surat Perjamjian Angsuran, Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran,

Daftar Persetujuan Penundaan Pembayaran, Surat Pemberitahuan
Penolakan Angsuran, Surat Pemberitahuan Penoclakan Penundaan
Pembayaran, berturut-turut tercantum dalam Lampiran XVII sampai dengan

Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini. :

Pasal 15

Terhadap pembayaran angsuran.pajak dikenakan denda berupa bunga sebesar
2% {dua persen) per bulan dengan ketentuan bahwa :

a.

b.

jumlah sisa angsuran adalah pajak terutang dikurangi pokok- pa_]ak yang
telah diangsur;

pokok pajak angsuran perbulan adalah hasil pembagian antara Jumlah
pajak terutang dengan jumlah bulan angsuran; dan

besarnya jumlah yang harus dibayar tiap Jbulan angsuran adalah pokok

pajak angsuran ditambah dengan bunga “sebesar 2% {dua persenj dari
seluruh jumlah sisa angsuran.

- Pasal 16

Terhadap penundaan pembayaran pajak dikenakan denda berupa bunga sebesar
2% (dua persen) per bulan dengan ketentuan bahwa :

a.

2

(3)

jumlah bunga penundaan terhadap _]umlah pajak terutang yang akan
ditunda adalah 2% (dua persen) dikali jumlah bulan penundaan dan’dikali
dengan seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda ;

besarmmya pajak terutang yang harus chbayar karena penundaan adalah
seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda ditambah dengan Jumlah bunga
penundaan; dan

pa_]ak terutang yang ditunda harus dilunasi sekaligus paling lambat pada
saat jatuh tempo atau pada tanggal dan bulan batas akhir penundaan yvang
telah ditentukan, dan tidak lagi dapat diangsur.

Bagian Keempat
Penagihan
Pasal 17 .
Untuk menagih pajak terutang Dinas dapat-menerbitkan STPD.

Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabﬂa
SKPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran serta
dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran XXVII yang merupakan baglan tidak terpisahkan dan Peraturan
Walikota ini. :
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Pasal 18

Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD /
STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan

Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah Jatuh tcmpo
pembayaran.

Tahapan dan urutan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang udak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, adalah sebagai berikut :

a.

dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah bcrakhunya
tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam: Surat
Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatar, dan
putusan banding, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk

menerbitkan Surat Teguran serta menyampaikannya kcpada .Wajib
Pajak ;

Kepala Dines selaku Pejabat -yang mcnerbitkan Surat Paksa 'melalui
Juru Sita Pajak menyampaikan Surat Paksa tersebut kepada Wajib
Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21
(dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterima Wajib Pajak
dengan membuat Laporan Pelaksanaan Surat Paksa;

Kepala Dinas selaku Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan, melalui Juru Sita Pajak melaksanakan
penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak dalamm waktu paling
singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam . setelah
pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita
Acara Pelaksanaan Penyitaan,

Kepala Dinas selaku Pejabat yang menerbltkan Surat Pencabutan Sita
melalui Jura Sita Pajak menyampaikan surat tersebut kcpada Wajib
Pajak, apabila :

1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak
dan biaya penagihan pajak; dan

2) Tberdasarkan pencabutan sita dari putusan pengadﬂan atau
putusan pengadilan pajak.

Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu pahng singkat
14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan penyltaan
mengumumkan penjualan secara lelang atas barang—barang mlllk Wajib
Pajak yang:telah disita melalui media massa;

Kepala Dinas selaku Pejabat, melaksanakan penjualan secara 1elang
atas barang-barang milik Wajib Pajak bertempat di Badan Urusan
Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu palmg smgkat 14
(empat belas) hari setelah pengumuiman lelang;

Lelang tidak dilaksanakan apabila' Wajib Pajak telah melunasi utang
pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan

atau putusan pengadilan pajak lelang dibatalkan, atau obJek lela.ng
musnah; dan

Kepala Dinas menerbitkan Surat kesempatan terakhir untuk melunasi
utang pajak dan biaya penagihan pajak melalui Juru Sita Pa_]ak untuk
disampaikan kepada Wajib Pajak di antara waktu sebagaimana
dimaksud pada huruf e sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud
pada huruf f.

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mcngalaba.tkan penundaan
pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
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Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan
penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi.

Bentuk dan isi Daftar Surat Teguran, Surat Teguran, Surat Paksa. Laporan
Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitasan, Berita
Acara Pelaksanaan Sita, Surat Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXVII sampai dengan Lampiran 3OOV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh
tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat {1), apabila :

a.

b.

(1)

Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama—lamanya atau
berniat untuk itu;

Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam. rangka

menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang
dilakukan di Indonesia;

terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubark;'m-,:badan
usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya,
ataun memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dJkuasaJnya
atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

Badan Usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah; dan

terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat
tanda~tanda kepailitan.

BAB VI
KEBERATAN DAN BANDING
Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 20

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wahkota melalul
Kepala Dinas atas suatu SKPD atau STPD Pajak Daerah dan dicatat ke
dalam Buku Register Surat Permohonan Keberatan.

Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas hingga terbitnya Surat Keputusan
Walikota tentang Keberatan Pajak.

Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memerathi
persyaratan sebagai berikut :

~a. permohonan Jdiajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia,, dxscrteu

dengan alasan yang jelas;

b. Surat Permohonan Keberatan ditandatangani oleh Wajib Palak, atau
yang diberi knasa dengan melampirkan Surat Kuasa;

c. Surat Permohonan Keberatan diajukan untuk satu Surat Ketetapan
Pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa paJak dengan
melampirkan fotocopynya; dan
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d. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu pa.hng lama 3
(tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak,

kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

Bentuk dan isi Surat Permohonan Keberatan, dan Register Surat
Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran XXXV dan Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

" Pasal 22

Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaunana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), tidak dianggap sebagai. pengajuan
keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi
masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3)

huruf e, Kepala Dinas dapat mieminta Wa31b Pajak melengkapi persyara.tan
tersebut. .

Pasal 23.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewa_uban membayar pa_]ak dan
pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(1)

Pasal 24

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan
diterima, Walikota harus memberikan Keputusan atas Keberatan yang

diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan
Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} -dapat

berupa menerima seluruhnya atau sebaglan menolak, atau menambah
besarnya pajak yang terutang.

Apabila Surat Permohonan Keberatan diterima, maka d1terb1ﬂ<an Surat
Keputusan Walikota tentang Penerimaan Keberatan Pajak dan apabila Surat
Permohonan Keberatan ditolak maka diterbitkan Surat Keputusan Wahkota
tentang Penolakan Keberatan Pajak.

Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlcatat
kedalam Buku Register Surat Keputusan Keberatan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat,
permohonan keberatan tidak diberikan - jawaban/ keputusan, maka
keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan. -

Keputusan Kkeberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk
mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Bentuk dan isi Surat Keputusan Menerima Keberatan dan Surat Keputusan
Penolakan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat {3), dan Buku
Register Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tercantum dalam lampiran XXXVI[ dan Lampiran XXXIX yang merupakan
bag1an tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
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Pasal 25

Dalam hal Surat permohonan keberatan memertukan pemeriksaan
lapangan, maka : .

a. Dinas segera melakukan telaahan yang disampaikan kepada Walikota,
dan Walikota memerintahkan Kepala Dinas untuk ‘melakukan
pemeriksaan lapangan, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan;

b. terhadap Surat permohonan keberatan yang tidak memerlukan
pemeriksaan lapangan, Dinas dapat melakukan rapat koordinasi untuk
membuat pertimbangan yang dituangkan dalam Laporan: Hasil
Kocrdinasi Pembahasan Keberatan Pajak; dan -

c. berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atau Laporan Hasil Koordinasi
Pembahasan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, Dinas membuat telaahan staf kepada Walikota tentang
uraian pertimbangan dan penilaian terhadap keberatan Wajib Pajak,
agar diterbitkan Surat Keputusan Walikota untuk menolak,
mengabulkarn seluruhnya atau sebagian permohonan keberatan Wajib

Pajak.
Bentuk dan isi Buku Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran XL yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 26

Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas dengan persetuji.lan"-Walikota
dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak yang. dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, -dan/atau

kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak
Daerah. T

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),:harus
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota melalui Dinas
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari' sejak tanggal diterimanya Surat
Keputusan Keberatan, dan disertai dengan pemberian alasan yarig jelas.

Bagian Kedua
Banding
Pasal 27

Wajib Pajak hanya dapat mengajukan permohonan banding terhadap Keputusan
Keberatan jika pajak terutangnya telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

(1}

(2)

Pasal 28 -

Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus disertai
dengan Surat Pengantar Permohonan Banding, dan hanya diajukan Jkepada

Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditétapkan
oleh Walikota, S

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara. tertulis
dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima,. dengan
melampirkan salinan Surat Keputusan tersebut. ;
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Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak
dan pelaksanaan penagihan pa_]ak

Terhadap 1 (satu) keputusan keberatan, hanya dapat diajukan 1 (satu} kali
surat banding.

Wajib Pajak dapat mengajukan surat pernyataan pencabutan . bandmg
kepade Pengadilan Pajak.

Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dlhapus dari
daftar sengketa dengan :

a. penetapan Ketua Pengadilan Pa_]ak dalam Surat Pernyataan tentang
pencabutan banding yang diajukan sebelum sidang dﬂaksanakan dan

b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemcnksaa.n dalam

Surat Pernyataan pencabutan banding yang diajukan dalam 31dang atas
persetujuan terbanding. .

Bentuk dan isi Surat Permohonan Banding, dan Surat :Peng:_mtar
Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XLI dan Lampn'an XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI
Bagian Kesatu
Pembetulan Ketetapan
Pasal 29

Dinas atas permohonan Wajib Pajak atau karena Jabatannya dapat
membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan
peraturan daerah.

Atas permohonan Wajib Pajak, pelaksanaan pembetulan oleh Kepala Dinas

. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :

a. permohonan diajukan kepada Kepala Dinas dalam jangka wakti 3 (tiga)
bulan setelah Surat Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak- dapat menunjukkan bahwa

jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya;

b. permochonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam hur_ruf"a '.dicatat
dalam Buku Register Surat Permohonan Pembetulan,. -Pembatalan,

Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan ‘Sanksi
Administrasi;

c. terhadap SKPD atau STPD yang akan dibetulkan baik karena Jabatan
atau atas permohonan Wajib Pajak sebag&umana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah, serta dibuatkan Laporan Hasil Penelitiannya ;
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‘d. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf c

ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan

dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, rnaka SKPD
atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;

e. pembetulan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud dalam huruf d
dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan
Pajak atau STPD baru oleh Kepala Dinas, serta dicatat ke dalam Buku
Register Surat Keputusan Pembetulan;

f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD baru
sebagaimana dimaksud dalam huruf d harus disampaikan’ kepada ‘Wajib
Pgjak paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;

g. dalam jangka waktu paling lambat 30 {tiga puluh) hari SCjak ‘Surat
Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD baru dltenma oleh
Wajib Pajak, pajak terutang harus dilunasi;

h. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak
atau STPD baru, maka SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebelumnya
menjadi batal, kemudian diberi tanda silang dan dlparaf dengan
mencantumkan kata “Dibatalkan” dan disimpan sebagai ar31p -dalam
administrasi perpajakan; dan

1. dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Képalal-"_-,‘Dinas
Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Keputusar: Penolakan

Pembetulan SKPD atau STPD serta dicatat ke dalam Buku Reglster Surat
Penolakan Pembetulan.

Bentuk dan isi Surat Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengqra“ngan
Ketetapan, dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Buku .Register
Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan,  dan
Penghapusan atau pengurangan Sanksi Administrasi, Laporan -Hasil
Penelitian, Surat Keputusan Pembetulan, Buku Register Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Penolakan Pembetulan, dan Buku Register
Surat Penolakan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup a,
huruf b, huruf ¢, huruf e, dan huruf i tercantum dalam Lampiran XLIII
sampai dengan Lampiran XLIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota ini. .

Bagian Kedua
Pengurangan dan Penghb.pusan Sanksi Administrasi
Pasal 30

Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pa_;ak da.pat
mengurangkan atau menghapus sanksi admlmstraSI berupa bunga, denda,
dan / atau kenaikan pajak yang terutang, karena kekhilafan Wajib Pajak
atau bukan karena kesalahan yang disengaja.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda,
dan / atau kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
hanya dapat dilakukan terhadap :

a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan ketcrla.mbatan
pembayaran pada masa pajak; dan

b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenalkan pajak
yang sudah tertera dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD. '
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Paragraf 1

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga
disebabkan Keterlambatan Pembayaran pada Masa Pajak :

Pasal 31

Pengurangan . atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga

daen/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak
diatur sebagai berikut :

a. Wajib Pajak: mengajukan permohonan pengurangan / pcnghapusan
secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam waktu paling Iama 7 (tujuhj
hari setelah jatuh tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila
Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

| b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurui' -a harus

mencantumkan alasan yang jelas, dengan pernyataan kekhilafan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melamplrkan ’I‘BP

¢. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas :

a. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi admunstra& berupa
bunga; atau

b. memberikan catatan/keterangan pada TBP yang mener-a'ngkan
bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan, dan dibubuhi tanda
tangan dan nama jelas Kepala Dinas.

d. Terhadap permohonan yang diterima, Kepala Dinas :

1) memberikan catatan/keterangan pada TBP bahwa sanksi tersebut
dikurangi atau dihapuskan; dan

2} membubuhkan tanda tangan dan nama jelas Kepala Dinas pada
TPB. .

Wajib Pajak melakukan pembayaraan pajak dalam waktu 1.x 24
(satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohona.n tersebut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. Lo

Paragraf 2

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi .
berupa Bunga dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD

Pasal 32

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda
dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD adalah
sebagai berikut :

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas
dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan pajak
diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pdjak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya;-dan

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ‘harus
mencantumkan alasan yang jelas dengan Surat Pernyataan kekhilafan
wajib pajak atau bukan karena kesalahannya serta melampirkan Surat
Ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang,
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Berdasarkan Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, Dinas segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenara.n

dan alasan Wajib Pajak maupun lampiran permohonan sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi’ karena
jabatan, peneliban administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas
atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya.

Dalam hal permohonan memerlukan pénelitian dan pembahasan matcr‘i
lebih mendalam, maka Dinas melakukan rapat koordinasi dengan: Bidang
Pendapatan untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan, kemudian
hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan
Permohonan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi.

Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) atau ayat (3), dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Bidang Pendapatan membuat telaahan uraian pertimbangan
atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk
mendapatkan persetujuan atau penolakan dari Kepala Dinas. ;

Dalam hal telaghan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau .penghapusan
sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak
terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak atau STPD
sebelumnya yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat
Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai
pengganti Surat Ketetapan pajak atau STPD sebelumnya, serta
ditandatangani oleh Kepala Dinas. :

Dalam hal telaahan uraian pertimbangan sebagaimana dimaksﬁd pé.da ayat
(5) ditolak, maka Dinas segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administasi yang thandatangam
oleh Kepala Dinas.

Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 ,(tujuh) hari
setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan sanksi
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Surat Keputusan

Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi Sébeiga:_imana
dimeaksud pada ayat (7).

Bagian Ketiga
Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan Pajak
Pasal 33

Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat

mengurangkan ateu membatalkan ketetapan pajek yang tidak benar
apabila terdapat :

a. novum atau fakta baru yang belum terungkap pada wakiu pemenksaan
untuk menentukan besarnya pa_]a.k terutang, sedangkan batas waktu
pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat Kéi:ctapa.n
pajak atan pengajuan pengurangan dan pcnghapusan sanksi
administrasi telah terlampaui; atau
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b. novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak -
dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan.pembetulan
Surat Ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan
sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni
pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok
pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan [atau
kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan pajak.

Pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak atas dasar permohonan
Wajib Pajak, ditennitukan sebagai berikut:

a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau.fakta baru
yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

b. Dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumcn
berupa fotocopy : .

1)  Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya; o
2) dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan

3) berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti
penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. :

c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan
berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak karena jabatan- dilakukan
sesuai permintaan Kepala Dinas atau atas usul dari Bidang Pendapatan
berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada. ayat (3)
dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud ~pada
ayat (4), Kepala Dinas meminta Bidang Pendapatan untuk membahas
pengurangan atau pembatalan Ketetapan pajak.

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada
Kepala Dinas dengan melampirkan telaghan pertimbangan atas
pengurangan/pemmbatalan ketetapan pajak.

Berdasarkan laporan Bidang Pendapatan dan telaahan pertimbangan
pengurangan/pembatalan Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), Kepala Dinas memberikan disposisi berupa pernyataan menerima

. atau menolak pengurangan ketetapan pajak, atau menerima atau menolak

pembatalan ketetapan pajak.

Atas dasar dlSpOSlSl Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pa.da. ayat (7)

Bidang Pendapatan memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas
berupa :

a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan pa_]ak atau

b. Surat Keputusan Penoclakan Penguranga.n atau Pembatalan Kctetapan
Pajak.

Atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Kepala
Bidang Pendapatan segera melakukan :
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&)

(10)

(3

(4)

a. pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan Surat
Ketetapan pajak yang baru dengan tetap mengurangkan atau
memperbaiki Surat Ketetapan pajak yang lama;

'b. pemberian tanda silang pada Surat Ketetapan pajak yang lama, dan

selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan pajak
tersebut “dibatalkan” serta dibubuhi paraf den nama pejabat yang
bersangkutan, serta disimpan sebagai arsip pada administrasi
perpajakan; dan S

c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan ﬁembayaran

pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima Surat Ketetapan pajak
yang baru.

Atas diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan pengurangan . atau
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b,

maka Surat Ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan
Surat Keputusan.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 35

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas. kelebihan
pembayaran Pajak Daerah kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah dlsetorkan ke
Kas Umum Daerah atau Bendahara Penenma Dinas berdasarkan

a. perhitungan dari Wajib Pajak;

b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan,
Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administrasi;

putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan

kebijakan pemberian pengurangan dan keringanan ‘berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat [1) Kepala
Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau
pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan
pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.

Dalam hal permohonan telah diteliti/ diperiksa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 [t1ga) bulan seJak
diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.

Kelebihan pembayaran pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kcpada
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melalui restifusi, yakni Wajib Pajak/
Penanggung Pajak mengajukan permohonan kepada Dinas dengan cara :

a. mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak dengan melampirkan :

1) KTP Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;

2) SKPD atau STPD untuk masa pajak yang men_]ad.l dasar
permohonan,;

a0
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{7)

(8)

(1)

3} dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
menjadi dasar permohonan;
4} bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan; dan
O) uraian perhitungan pajak menurut Wa_ub Pajak '
b. Setelah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menerima SKPDLB Kepala

Dinas menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pa;ak Daerah
(SPMKPD}); dan

¢. Kas Daerah mengembalikan kelcblha.n pembayaran pajak sesuai
SPMKPD dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).

Apabila Wajib Pa_fak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan. pembayaran
pajak langsung terlebih dahulu diperhitungkan untuk melunasi utang pajak
lainnya tersebut.

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pcmbayarannya dilakukan

- dengan cara pemindahbukuan, dan bukti pemindahbukuan ]uga ‘berlaku

sebagai bukti pembayaran.

Bentuk dan isi Surat Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pemibayaran
Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat 'Perintah
Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah (SPMKPD) sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf b, dan Bukti pemindahbukuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran L dan LI yang merupakan ‘bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota imi.

BAB IX
PENGAWASAN, PENERTIBAN, DAN PEMERIKSAAN -
Bagian Kesatu
Pengawasan Pajak Air Tanah
Pasal 36
Pengawasan terhadap pajak air tanah meliputi :
a. pengawasan administrasi; dan
b. pengawasan teknis ;

Pengawasan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup a
dilakukan terhadap :

a. laporan penggunaan volume air oleh wajib pajak yang dlsampalkan

setlap bulannya yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan paJa.k
air tanah ;

b. penetapan pembaya.ran, dan penaglhan pajak air tanah .‘yang
terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; :

Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup b dllakukan
terhadap :

a. pemasangan meter air atau alat penguku.r debit air yang tela.h ditera
oleh Dinas Teknis.

b. pencemaran air dan pencemaran lingkungan di sekitarnya ;
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Bagian Kedua
Penertiban Pajak Air Tanah
Pasal 37

(1) Penertiban pajak air tanah dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan
instansi terkait oleh Dinas Teknis terhadap :

a. pengrusakan, pelepasan, dan menghilangkan meteran air atau alat
pengukur debit air yang telah ditera.

b. pegambilan air dari pipa sebelum meteran air atau alat pengukur debit
air ;

c. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air tanah ;
d. memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanah ; dan

memindahkan rencana letak titik pengeboran dan atau titik penurapan
atau lokasi pengambilan air ;

(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 40

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku Pajak Air Tanah yang masih terutang
berdasarkan Peraturan Walikota sebelumnya masih dapat ditagih sesuai dengan
ketetapan pajak sebelumnya paling lama S5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

a. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2011
Nomor 21) ;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 42
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

4

‘:.". v

Ditetapkan di Singkawang
pada tan'égal 27 Januari 2012

WALIKOTA SINGKAWANG,. -

ttd

; ©  HASAN KARMAN

Diundangkan di Singkawang

pada tanggal 27 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

' ttd
Drs. SYECH BANDAR, Msi
Pembina Utama Madya.

X NIP. 19601116 198002 1 002

- BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012 NOMOR 1A

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

ASMALT SH
Pembina
NIP. 19681216 199803 1 004
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LAMPIRAN H PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
- NOMOR : 1A TAHUN 2012
TANGGAL : 27 JANUARI 2012
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK

AIR TANAH

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG No. Formulr : [T T 1T 1 1 13

FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK

Kepada Yth.

PERHATIAN

1.

Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan hurup CETAK

2. Beritanda V pada kotak | ] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setedah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani harap diserahkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset paling lambat 7 hari setelah tanggal terima.
DIiS| OLEH SELURUH WAJIB PAJAK
i Nama Badan / Merk Usaha
j 2, Alamat (Fhoto Copy Surat Keterangan Domisli dilampirkan )
j— a. Jalan/No
L b, RTIRW
| c. Kelurahan
. e. Kabupaten / Kota Y R R TR A S S b AR ST e ri e S
i Telepon / HP © . KodePos [ ] | ||
3 Surat 1zin yang dimiliki (Fhoto copy Surat Izin harap dilampirkan)
a. Surat lzin Tempat Usaha 2 NG simsewassamage. W@ snsasi SR s
b SUELIZIN .vmmemairamion. 1 M0 sammmmsenesmusegsrnrrenns, Q) sneroneonsopent stamasaesreonsapsimsmens
c. Suratlzin .......coooeeivenciininiieinen ¥ WO s T snvmnammasiesmssissais
4.

Bidang Usaha (Harap diisi ses'1ai dengan bidang usahanya)

[ ] Hotel

[ 1 Restoran

[ ] Hiburan

[ 1 Reklame

[ 1 Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan
[ 1 Pengelolaan Parkir

[ 1 AirTanah

[ 1 Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

[ E - - [ ———

KETERANGAN PEMILIK / PENGELOLA

5.
6.
T

Nama Pemilik / Pengelola
Jabatan

Alamat Tempat Tinggal
Jalan / No

RT/RW

Kelurahan

Kecamatan
Kabupaten / Kota

Telepon / HP Y LT TTT1]

-0 aogwm




-

Kewajiban Pajak

‘Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Pensrangan Jalan

—— . ——

DSl OLEH PETUGAS
NPWPD yang diberikan

NN EEERE

Tanggal Pengukuhan / Penunjukan

Nomor Pengukuhan / Penunjukan Sebagai Wapu
Diterima tanggal

—_— o — =y

- Pajak Mineral Bukan Logam.dan Batuan
Pengslolaan Parkir
Pajak Air Tanah
Pajak Sarang Burung Walet

bt At et

Singkawang,

Waijib Pajak

Nama Jelas / NIP

Tanda Tangan

. 20...

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukym dan Perundang-undangan

Pembina
NIP. 19681016 1988 03 1 004

WALIKOTA SINGKAWANG .

ttd
HASAN KARMAN




NOMOR : 1A TAHUN 2012

o TANGGAL : 27 JANUARI 2012
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21

TENTANG
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK AIR TANAH
DAFTAR INDUK WAIIB PAJAK
r
PENGUKUHAN/PENUNJUKAN
NO NAMA ALAMAT LENGKAP NPWPD KETERANGAN
TANGGAL NOMOR
Mengetahui : SINEKAWaNE, ..ocuececeicecvenaas

Kepala Bidang ( yang membidangi ) Kepala Seksi ( yang membidangi)

WALIKJOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukym dan Perundang-undangan

Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004
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LAMPIRAN  : Wt FERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR : 1A TAHUN 2012 e
TANGGAL : 27 JANUARI 2012 .
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21

TAHUN 2011 TENTANG PETUNIUK PELAKSAHAAN
PAJAK AIR TANAH

Membaca

Menimbang

Mengingat

Meneatapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS

‘Nama / Badan Usaha

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Jalan ...

SeeryERETITIRMRRA NIRRT AR RO RN RN

KOTA SINGKAWANG
NOMOR : ....... TAHUN.....
TENTANG '
PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

~ KEPALADINAS ......ovvernrnd

ORI TR LTI TR T 1L T

Isian Fomulir Pandaftaran yang dlsampaikan kepada Dinas.
Kota Singkawang Nomor Formulir @ tanggal e

a. bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan baik sut;Jek maupun objek
pajak daerah

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut periu untuk menetapkan Pengukuhan yang

bersangkutan menjadi Wajib Pajak Daerah *; dan

1. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Smgkawang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pa;ak .

Daerah.

2. Peraturan Walikota Singkawang Nomor Tahun 2012 tentang Perubdhan atas -

Peraturan Wallkola Singkawang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
" MEMUTUSKAN o :

OURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS ..ovvvivimmeonensinsnnes: KOTA SINGKAWANG
TENTANG PENGUKUHAN SEBAGA! WAJIB PAJAK DAERAH

Mengukuhkan :

v D R T T T T P P PP P PP

Alamat Usaha

v LTI

Nomor Pokok Walib Pajak Daerah . . -
(NPWPD) . 0 U O A I O

Nama Penanggung Pajak Daerah D it nreen e br s btrrane e var er sreneetae varsenenbren snmeas ne
Alamat Usaha .

L L T L T P P TP r Py

Sebagai Wajib Pajak Daerah
Keputusan ini mulal berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan
saperlunya ;

DITETAPKAN DI SINGKAWANG
PADA TANGGAL

KEPALA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pangkat
WALIKOTA SINGKAWANG
wd .

Sallnan Sesual dengan Aslinya
Kepala Baglan Hu

(im dan Perundang-undangan

G

NIP. 19681016 1993 031004




LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NCMOR 1A TAHUN 2012
- TANGGAL : 27  JANUARI 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21

TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

13180 canirisssissriens TP (0562) o

KARTU NPWPD
NO Register ! v

Nama Badan Usaha

Alamat
= Nama Pemilik :
Alamat 7
NPWRD [ OO ] [1TJ 1]
Slngkawang,

~An. Walu(ota Smgkawang . .
Kepala Satuan Kerja Perangkat Dzerah

Pangkat
NIP. . vrens

PERHATIAN

1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hifang agar segera melaporkannya kepada Dmas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Singkawang.

2, Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksl perpajakan daerah’;

3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, agar melaporkan dirf ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kota Singkawang. o . '

WALIKOTA SINGKAWANG
wo
HASAN KARMAN

Sallnan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YASMADEAR, SH
' Pambina
NIP. 19681016 1998 03 1 004
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LAMPIRAN

vV

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

- TAHUN
JANUARI

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21

NOMOR : 1A
TANGGAL : 27
TENTANG

2012 "
2012

TAHUN 2011 TENTANG PETUNIUK PELAKSANN\N

PAJAK AIR TANAH .
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG ,
No SPtPAT R
Pajak Terutang eesteerasnerasatessrpares
Tahun Pajak R
N7 11:) ) TP [-]1.1]2:} SV,

SPPAT

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK AIR TANAH)

Nama Wajib Pajak :

Alamat

NPWPD

-

L

[

Kepada Yth.

PERHATIAN

1.

Harap diisi dalam rangkap 2 {duaj} ditulis dengan hurup CETAK

2. Beri Nomor pada kotak [ ] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Harap diserahkan kembaii kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asst paling lambat 7 (tu1uh) hari
setelah diist dan ditandatangani.
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal sebagaimana tersebut di atas akan dikenakan sanksi sesuai dangan aturan
yang berlaku,
A. Diisi Oloh Wajib Pajak
1. Jenls Usaha :
2. Kompanen Peruntukan [1°1 o1 NonNiaga
02. Niaga Kecil
03.  Industri Kecil :
04. Niaga Besar
05,  industri Besar
3. Jenis Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah )
4. Jenis Sumber Air H ' .
5. Lokasi Pengambilan
6. Tujuan Pengambilan :
7. Data Objek Pajak
N Komponen Volums Peméikaiéﬁ Alr
o
Sumber Daya Air / Kriteria Kompensasi / Bobot Per Hari Per Bulan

(] AT, kualtas bak, ada
sumber altematif

(] AT, kuaitas baik, tidak
ada sumber alternatif

] AT, kualitas jelek

B. Pemyataan

1

:Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat temnasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketenluan perundang-

undangan yang berlaku, saya atay saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut di atas
besarta lampirantampirannya adalah benar, lengkap dan ;alas

Singkawang,

Wajib Pajak

Nama Jelas




" "

.« 2t 3

LAMPIRAN  : VI PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

1A -TAHUN
27 JANUARI
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK AIR TANAH '

2012
2012

KARTU DATA PAJAK AIR TANAH

Tahun Pajak ..o S

NPWPD

Nama Badan Usaha

Nama Pemilik

Alamat 1 enbvensemmsinssrenerevressssensnisrssensar

R L

Alamat

e

1. LokasiSumberAir [ ] | 0L  AdaSumberAir Alternatif

02. Tidak Ada Sumber Air Alternatif

Volume jumlah

No Tanggal Masa P Tanggal Setor Setoran
Mengetahui Diperiksa '

Kepala Bidang Pendapatan Kasi Pendataan Penetapan_

( ) ( —
NIP. NIiP .
WALIKOTA SINGKAWANG .

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukym dan Perundang-undangan

Pembina
- NIP, 19681016 1998 03 1 004

oo
HASAN KARMAN .

a i

o




LAMPIRAN : VIl PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR : 1A TAHUN 2012

TANGGAL : 27  JANUARI 2012

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK
AIR TANAH

BOBOT KOMPONEN SDA AIR TANAH

NO KRITERIA PERINGKAT BOBOT
1 | Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif 3 9
2 |Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif 2 4
3 |Air tanah kulitas jelek 1 1
WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukym dan Perundang-undangan

Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004




LAMPIRAN g X PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR : 1A TAHUN 2012
TANGGAL : 27 JANUARI 2012
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21
5 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK
i AIR TANAH

BOBOT KOMPONEN KOMPENSASI PEMULIHAN
AKIBAT PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR

NO KRITERIA 0-50 M’ 51-500 M* 501-1.000M° | 1.001-2.500 M’ >2.500 M’
1 Non Niaga 1 1,1 1,2 13 1,4
2 Niaga Kecil 2 2.2 2,4 2,6 2,8
3 Industri Kecil 3 33 3,6 3,9 4,2
4 Niaga Besar 4 4,4 4,8 5,2 5,6
S Industri Besar 5 5.5 6,0 6,5 7,0
WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
‘ HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukym dan Perundang-undangan

Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004




] LAMPIRAN : X PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
. ’ NOMOR : 1A

: TAHUN 2012
TANGGAL ": 27 JANUARI 2012 e
: TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21
) TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK
A . AIR TANAH ‘ .
FAKTOR NIEAI AIR { Fn - Air } R
[~ AIR TANAH , ..
KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF .
KRITERIA .
NO VOLUME AR
NON NIAGA NIAGA KEQL INDUSTR! KECIL NIAGA BESAR * INDUSTRI BESAR
1 o0-s50M 5,80 6,20 6,60 7,00 7,40
2 51-500 M* 5,84 6,28 6,72 7,16 7,60
3 501 - 1.000 M° 5,88 6,36 6,84 732 7,30
4 1.001 - 2.500 M* 592 6,44 6,96 7,48 . 800
5 >2.500 M° 596 6,52 7,08 7,64 8,20
AIR TANAH
KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF
KRITERIA
NO VOLUME AIR
NON NIAGA NIAGA KECIL INDUSTRI KECIL NIAGA BESAR INDUSTRI BESAR
1 o-50M° 2,30 3,20 3,60 4,00 4,40
2 51-500 M° 2,84 3,28 3,72 4,16 4,60
3 501 - 1.000 M* 2,88 3,36 3,84 4,32 4,80
4 1.001-2.500 M® 2,92 3,44 3,95 4,48 5,00
5 »2.500 M° 2,96 3,52 4,08 4,64 5,20
AIR TANAH
KUALITAS JELEK
KRITERIA
NO VOLUME AIR
NON NIAGA NIAGA KECIL INDUSTRI KECIL NIAGA BESAR INDUSTRI BESAR
1 o-50M° 1,00 1,40 1,80 2,20 2,60
| 2 51- 500 M 1,04 1,48 - 1,92 2,36 2,80
L 3 501 - 1.000 M® 1,08 1,56 2,04 2,52 3,00
4 .1.001 - 2.500 M* 1,12 1,64 2,16 2,68 3,20
5 > 2.500 M? 1,16 1,72 2,28 2,84 " - 3,40
Salinan Sesual dengan Aslinya WALIKOTA SHQGK‘}.\WANG
Kepala Bagian Hujum dan Perundang-undangan B

Pembina

NIP. 19681016 1888 03 1 004
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LAMPIRAN

I { PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 1A TAHUN 2012
TANGGAL 27  JANUARI 2012
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK AIR TANAH
HARGA DASAR AIR

{ HARGA DASAR AIR { HDA } = FAKTOR NILA} AR (Fn-AIR) x HARGA AIR BAKU (HAB)

ASMALEXAR, SH

Pembina

- NIP, 19681016 1998 03 1 064

AIR BAWAH TANAH
KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF
KRITERIA . ,
NO VOLUME AIR . :
. NON NIAGA NIAGA KECIL INDUSTRI KECIL NIAGA BESAR, - |-’ INDUSTRI BESAR
1 - o-s0Mm® Rp 5.800,00 [ Rp 6.200,00 | Rp 6.600,00 | Rp 7.000,.00“.,1'19...' 7.400,00
2 . 51-500 M° Rp 5.840,00 | Rp 6.280,00 { Rp 6.720,00 | Rp 7.160,00 | Rp ) 7.600,00
3 501- 1.000 M® Rp 5.880,00 | Rp 6.360,00 | Rp 6.840,00 | Rp 7.320,00° Rp . 7.800,00
4 1.001-2.500M° | Rp 5.920,00 | Rp 6.440,00 | Rp . 6.960,00 | Rp 7.48'0;0'0. ‘Rp* £.000,00
5 >2.500 W Rp 5.960,00 | Rp 652000 | Rp ~ .  7.080,00 | Rp 7.640,00 | Rp'* 8.200,00
AIR BAWAH TANAH
KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF
KRITERIA .
NO, VOLUME AIR . —
L NON NIAGA NIAGA KECIL INDUSTRI KECIL NIAGA BESAR INDUSTRI BESAR
1 - o-soMm® Rp 2.800,00 | Rp 3.200,00 | Rp 3.600,00 | Rp 4.000,00 | Rp 4.400,00
2 51-500 M° Rp 2.840,00 | Rp 3.280,00 | Rp 3.720,00 | Rp 4.160,00 | Rp 4,600,00
3 501 - 1.000 M? Rp 2.880,00 | Rp 3.360,00 | Rp - 3.840,00 | Rp 4.320,00 | Rp 4,800,00
4 1.001-2.500M° | Rp 2.920,00 | Rp 3.440,00 | Rp 13.960,00 | Rp 4.480,00 | Rp 5.000,00
5 >2.500 M* Rp 2.960,00 { Rp 3,520,00 | Rp 4,080,00 | Rp 4.640,00 | Rp 5.200,00
AIR BAWAH TANAH
. KUALITAS JELEK
- KRITERIA
NO VOLUME AIR
NON NIAGA NIAGA KECIL INDUSTRI KECIL NIAGA BESAR {NDUSTRI BESAR
1- o-s0M° Rp 1,000,00 | Rp 1.400,00 | Rp 1,800,00 | Rp 2.200,00'| Rp 2.660,00
2 51-500 M° Rp 1.040,00 | Rp 1.480,00 | Rp 1,92 | Rp 2.360,007 Rp 2.800,00
3 501 - 1.000 M* Rp 1.080,00 | Rp 1.560,00 | Rp 2,04 { Rp 2520,00 | Rp 3,000,300
4 1.001-2.500Mm° | Rp 1.120,00 | Rp 1.640,00 | Rp 2,16 | Rp 2.680,00 | Rp 3.200,00
5 >2.500 M* Rp 1.160,00 | Rp 1.720,00 | Rp 2,28 | Rp 2.840,00 | Rp 3.400,00
ol Salinan Sesuai dengan Aslinya WALIKOTA SINGKAWANG
. Kepaia Bagian Hukum dan Perundang-undangan ‘ ud
' . HASAN KARMAN



LAMPIRAN : Xl PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
. NOMOR : 1A TAHUN 2012
: TANGGAL : 27  JANUARI 2012
: TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
‘ _ 21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
A : PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG N OMOR KOHIR
I!l-.‘llll-l;---l- ------ yussny SKPD

) SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
SINGKAWANG 7923 '

MASA PAJAK
TAHUN
NAMA BADAN USAHA
ALAMAT
NPWPD
TANGGAL JATUH TEMPO

NO KODE REKENING JENIS PAJAK DAERAH dUHW

Jumlah Keseluruhan ‘

Dengan Huruf : { ] -

"CERHATIAN : :

1. Harap penyetaran dilakukan melaiui Bendarawan Penerima atau Kas Umum Daerah (Bank Kalbar) dangan me.nggunakan
Tanda Bukti Setoran (STS)

2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat wakiu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima atau (tanggal jaluh tempo)
. dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan ;

Singkawang, ....eeue-- e
An. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah e
Kepala Bidang (yang mambtdangl) G et

- : : NIP -
¢ oot seseae s

- guniing disini

* - NOC. Kohir .....
JANDA TERIMA ’

JUMLAH YANG DIBAYAR 1 RP: ievvevivenmencnas

Singkawang. ...
Yang Menenma

: —

Salinan Sesual dengan Aslinya . . ttd :
Képala Bagian Hukum dan. Perundang-undangan . HASAN KARMAN .

. ; " WALIKOTA SINGKAWANG -

YASMALIZR, SH
Pembina
NIP. 18681016 1995 03 1 004 .




Pt

Tt UMY FYALMU A NTTanNATYamn i

g 4! . NOMOR 1A TAHUN 2012
" ' " TANGGAL 27 JANUARI 12012 v 0 e b s
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NORMOR
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNIUK PELAKSANAAN-
PAJAK AIR TANAH
DAFTAR SKPD
Surat Ketetapan Diterima Oleh Wajib Pajak
No Nama Alamat NPWPD Jumlah Total
Tanggal Namor Urut Tanggal Keterangan
Jumiah Halaman ini
Jumlah halaman sebelumnya
Jumlah s/d halaman ini
Mengetahui : SINGKAWANE, ecevveececarcneveees

Kepala Bidang ( yang membidangi )

Kepala Seksi ( yang membidangi)

Salinan Sesual dengan Aslinya
Kepala Baglan Hukum dan Perundang-undangan

AS H
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

WALIKJOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN




LAMPIRAN. : XIV PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 1A TAHUN 2012
TANGGAL : 27  JANUARI 2012 ;
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK AIR TANAH ‘

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

NOTA PERHITUNGAN
PAJAK AIR TANAH.

SINGKAWANG

I

| WAJIB PAJAK
1. Nama Wajib Pajak
2. NPWPRD

3. Jenis Usaha

4. Alamat

IDENTITAS OBJEK PAJAK :
1. Jenis Objek . Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah
2. lenis Sumber Air :
3. Lokasi Sumber Alr
4. Tujuan Pengambilan dan
Pemanfaatan

KOMPONEN SDA

Kriteria : D 1. Air tanah kualitas baik, ada sumber alternatif
2. Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber alternatif
3. Air tanah kualitas jelek

v. KO NEN K PEN. [
Peruntukan
V. Vi IR T, H
Volume air yang diambil : m?
Vi. NILAI P,
Perhitungan NPA 3 Vioiume Alr Pemakaian HDA Nilai Perolehan Air
Alr (Rp) (Rp)
0-50M°
51-500 M’
' 501 - 1.000 M°
1.001 - 2.500 M’
>2.500 M’
Jumiah NPA
VIl.  PENETAPAN PAJAK
1. Tahun Pajak
2. Pajak Terhutang 3
3. Perhitungan Pajak . a. Pokok Pajak
Bulan Tarif Pajak NPA Pajak Terutang
(%) (Rp) (Rp)
20%
20%
20%
Jumlah .....
b. Sanksi Administrasi
. DENE v i s
B | BUONEH crsrmasmnasmmararmm
SINEKAWANE, veocaiceeceaeeae
Mengetahui Dihitung Oleh
Kasi (yang membidangi)
Salinan Sesual dengan Aslinya WALIKOTA SINGKAWANG
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan ttd
HASAN KARMAN

NIP. 18681016 1898 03 1 004




LAMPIRAN : XV

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR : 1A TAHUN 2012

TANGGAL : 27  JANUARI 2012

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TANDA BUKTI PEMBAYARAN

NOTRE © ity

Bendahara PENEMMAAN c....eseiiersssisssssmssssssssasssiessaserassansass senssssessss sensorass sas s sos
Telah menerima uang sebesar : Rp.
dengan hurup £ [ sveseeeereressrareeenenensnsenenaane seeshs s bt SR aRs e SR SRR RS SR SRR SR S48 SHE SRS HedSES SRS SELE RS PR TR RS ST SR a0 )
Dari Nama
Alamat
Sebagai Pembayaran o =
Jumlah
Kode Rekenin Uraian
¢ (Rp)
1 2 3
Jumlah ..........
Tanggal terima uang
Mengetahui
Bendahara Penerimaan Pembayar / Penyetor
Nama Lengkap Nama Lengkap
NP cicssssmmsnisomminsisny

Lembar Asli :  Untuk Pembayar / Penyetor / Pihak Ketiga

Salinan 1 :  Untuk Bendahara

Salinan 2 1 Arsip

WALIKJOTA SINGKAWANG

Salinan Sesuai dengan Aslinya

ttd
HASAN KARMAN

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YA SH
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004
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LAMPIRAN : Xl PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 1A | TAHUN 2012
TANGGAL : 27 JANUAR! 2012 _
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WAUKdTA NOMOR
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK AIR TANAH :
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
SURAT TANDA SETORAN
(STS)
STSNo Bank Bank Kalbar
No. Rekening @ .ccveervsrensrsnen .
Harap diterima uang sebesar Rp.
Dengan Hurup { )
Dengan Rincian sebagai borikut ;
T R Jumlah.
No Kode-Rekening ) . Uralan Rinclan Obyek Rp)
Jumlah ..........

Uang tersebut diterima pada tanggal ...

Mengetahui .
Pengguna Anggaran Bendahara Penerimaan
Nama Lengkap Nama Lengkap, -

NIP. coreeencscasemranrssansnnss

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

NiP. 18681016 1988 03 1 004

[

WALIKJIOTA SINGKAWANG - ..+

ttd ;




LAMPIRAN :  XVII PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR : 1A TAHUN 2012
TANGGAL : 27  JANUARI 2012
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21
- TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
- PAJAK AIR TANAH
Perihal : Permohonan Angsuran Kepada Yth.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kota Singkawang

di-  Singkawang
Dengan hormat.
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik
Alamat

Bertindak untuk dan atas nama
Nama Badan Usaha

Alamat i e R e R SR

Mengakui masih mempunyai Hutang Pajak atas SKP-D/SKPDT/SKPDKB/SKPDKBT/SKPD-Jab/STPD *)
............... Bulan ...cocooenee. NOMOr KORIF ¢ vceevveenee. DEIJUMIBR RP. cenecsiciscninas

Dengan ini mengajukan Permohonan Angsuran agar kiranya Hutang Pajak di atas dapat disetor dengan
cara ansuran sebanyak ..... (.....) kali dengan masing-masing tersebut di bawah dan akan lunas seluruhnya
paling lambat tanggal .......

RINCIAN ANGSURAN

. TANGGAL PENYETGRAN JUMLAH ANSURAN
RP: cnnsssessssssenssissonirassnsansasss
RD. ovomvses cmopreerormssrmismmmissinis

Atas pengajuan Permohonan Angsuran ini

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi

Tanda Terima Hormat Saya
Pemohon
Nama :
| NIP : (icimiinsiinsormississmssscrennse)
} . Jabatan

Tanda Tangan

WALIKOTA SINGKAWANG
ud '
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya

|
|
. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan
. YAS H
= Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004




LAMPIRAN  :  XVIlI PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 1A TAHUN 2012
TANGGAL 27  JANUARI 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK AIR TANAH
Perihal Permohonan Penundaan Kepada Yth.

Pembayaran

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik
Alamat

Bertindak untuk dan atas nama
Nama Badan Usaha

NPWPD

Alamat

Kepala Dinas Pendapatan Pgngelo!aaln
Keuangan dan Aset Kota Singkawang

di- Singkawang

Dengan ini mengajukan Permohonan Penundaan Pembayaran atas SKPD / SKPD-T / SKPD-KB / SKPD-KBT /
SIPD - Jabatan / STPD dengan Nomor Kohir : ... yang akan jatuh tempo pada tanggal ... agar kiranya
tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang / ditunda hingga tanggal ...

Atas pengajuan Permohonan Penundaan Pembayaran ini

Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi

Tanda Terima Hormat Saya
Pemohon
Nama
NIP ( o)
Jabatan
Tanda Tangan
WALIKOTA SINGKAWANG

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

¥,
Pembil

NIP. 19681016 1998 03 1 004

ttd
HASAN KARMAN




; NOMOR ARUN &ViL
. TANGGAL -« 27  JANUARI 2012 ks = 4
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK AIR TANAH
BUKU REGISTER PERMOHONAN ANGSURAN
Surat Permohonan Surat Ketetapan
No Tanggal Tanggal e Nama Alamat NPWPD Jents Ketatapan — Nooor oy Keterangan
WALIKJOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YASMALBRAR, SH
Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 004




R P NP W Y S N e

NOMOR 1A  TAHUN 2012
TANSGAL 27 JANUARI 2012 '
TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAIAK AIR TANAH

« P L) . 1 »

BUKU REGISTER PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Surat Permohonan Surat Ketetapan
No T al N A P terangan
ool Tanggal Nomor il st HED Jenis Ketetapan Tanggal Nomor Jumliah e
WALIKJOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

~ Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004




LAMPIRAN :  XXI PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 1A TAHUN 2012
TANGGAL : 27  JANUARI 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

SURAT PERJANJIAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama Pemilik
Alamat

Bertindak untux dan atas nama
Nama Badan Usaha

NPWPD

Alamat

Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan Permohonan Angsuran Pembayaran Hutang Pajak pada
tanggal ..... sebanyak ..... (...} kali angsuran terhadap Surat Ketetapan Pajak yang diterima berupa ....
Nomor Kohir ... tanggal ... sebesar Rp. ....

5 Jumlah
smbeyaran Angauran Jumiah Ketetapan Bunga

Tanggal Angsuran Ke

P — [ [ [ I ettt

.................. Il
——— M ] et
s cdisreees " ureresre

Total Keseluruhan | i

Jika pernyataan pembayaran pada di atas tidak dipenuhi, maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa,
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Tanda Terima Hormat Saya
Yang berjanji,

Nama

NIP

Jabatan ;

Tanda Tangan Fimsaamisiemsnimend)

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004




LAMPIRAN :  XXii

st & w=t t0h A & R FRIFOLT &Y 1 =i
PERATURAN WALIKGTA SivanAwAiva

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hykum dan Perundang-undangan

Pembina
NIP. 19681016 1996 03 1 004

i NOMOR ,1A TAHUN 2012 ' ;
TANGGAL 27  JANUARI 2012 L
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21
TAHUN 2011 TENTANG PETUN.UK PELAKSANAAN
PAJAK AIR TANAH
DAFTAR SURAT PERJANJIAN ANGSURAN
J
No Perjagian Angaren Nama Alamat NPWPD Jumiah Ketetapan Banyaknya Angsuran sk Setag Keterangan
Tanggal Nomor Sebelumnya Angsuran
WALIKJOTA SINGKAWANG
ttd

HASAN KARMAN




LAMPIRAN  :  XXIll PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR e 1A  TAHUN 2012

TANGGAL 27  JANUARI 2012

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Pemilik ¥ s ey R
Alamat

Bertindak untuk dan atas nama
Nama Badan Usaha 2O« 1
NPWPD Y o O Tt [ ]

Alamat

1. Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan Angsuran Pembayaran Hutang Pajak pada
tanggal ....... terhadap Ketetapan ....... dengan Nomor Kohir : ....... dan jatuh tempo tanggal .......

2. Berdasarkan Permohonan di atas, maka telah disepakati bahwa pembayaran atas hutang pajak di atas
ditunda pembayarannya sampal dengan tanggal .......

3. Jika pernyataan pembayaran pada sub 2 (dua) di atas tidak saya penuhi, maka penagihan dilakukan
dengan Surat Paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Mengetahui dan menyetujui (T 1TV T - S —
............ Pemohon

NIP. .......

WALIKOTA SINGKAWANG
td
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukym dan Perundang-undangan

Pambina
NIP. 19681016 1868 03 1 004




LAY A . CA LR S

NOMOR 1A
TANGGAL ' 27 ~ JANUARI 2012 ‘ o T
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMO

TAHUN 2012

R

21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK AIR TANAH

DAFTAR PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

No

Persetujuan Penundaan

Nama

Alamat

NPWPD

Tanggal Jatuh Tempo
Sebelumnya

Tanggal Penundaan
Pembayaran

Keterangan

Tanggal Nomor

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

ASMALIXAR, SH
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 00

4

WALIKIOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN




LAMPIRAN  : XXV PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR : 1A  TAHUN 2012

TANGGAL : 27  JANUARI 2012

TENTANG @ PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR -
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN'
PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ANGSURAN

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa surat permohonan

angsuran saudara tanggal ............. dengan Nomor Kohir : ............. dengan sangat menyesal tidak dapat kami
penuhi

Demikian agar saudara maklum adanya.

SINEKAWANE, vvveerenrenearnany suas

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan AsTinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Y
Pembina
NIP. 16681016 1998 03 1 004




LAMPIRAN : XXVl PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR ; 1A TAHUN 2012

TANGGAL 27  JANUARI 2012

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa surat Permohonan
Penundaan Pembayaran saudara tanggal ............ dengan Nomor Kohir : ............ dengan sangat menyesal
tidak dapat kami penuhi

Demikian agar saudara maklum adanya.

SINEKAWANE, cvovereseresensransey sons

NIP. .......

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hu dan Perundang-undangan

Pembina
{ NIP. 19681016 1998 03 1 004
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LAMPIRAN H XXVIl  PERATURAN WAUKOTA SINGKAWANG
NOMOR  : 1A TAHUN 2012
TANGGAL  : 27 JANUARI 2012
TENTANG H PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PAJAK AIR TANAH
PEMERINTAH KOTA SINGKAWARG STFD NOMOR KOHIR
coupmesesnuneannsrsrsnanen SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
320 v YOI Fa o
MASA PAJAK :
TAHUN H
NAMA BADAN USAHA
ALAMAT .
NPWPD :

| Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas
pelaksanaan kewaljiban :

Kode Rekening
Nama Rekening

ST T Y

|| Darl pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumiah yang masih harus dibayar adalah
sebagal berikut :

1. Pajak yang Kurang dibayar Rp,  rererercomenerninns
2. Sanksi Administrasi ;
- Bunga (Pasal 10 Ayat 3} RP.  veereevnenniroriernnes
g, Jumlah yang masih harus dibayar (1 +2a ) Rp.  seessesrsenssienns
Dengan Hurup [ ]| .

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalul Bendarawan Penerima atey Kas Umum Dasrah {Bank Kalbar) dengan- -
menggunakan Tanda Bukii Setoran {STS)

2. Apabila STPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah STPD diterima atau (tanggal jatun

tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bungs sebesar 2% per bulan dari pokok pajak ;

SingKawang, «.esireeeeres P
An; Kepala Saluan Kerja Perangkal Daerah, T
Kepala Bidang (yang membidangi)

-------- IR

1 NO. Kohir .....
TANDA TERIMA
NPWPD Veerany
NAMA
JUMLAH YANG DIBAYAR ¢ RP: coovmvernssriminresrninrsnins )
SINgKAWANG. +eveveenererirrarmereorsannan
Yang Menerima
( }
WALIKOTA SINGKAWANG
tid

HASAN KARMAN

Salinan Sesual dengan Aslinya
Kepala Baglan Hukum dan Perundang-undangan
—
YASMALL SH

Pembina
NIP. 19681016 1968 03 1 004




Lo ‘ : B ’ NOMOR 1A TAHUN 2012 i
o TANGGAL 27 JANUARI 2012 i

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PAJAK AIR TANAH
DAFTAR SURAT TEGURAN / PAKSA
SURAT INI SURAT SEBELUMNYA
NO NAMA ALAMAT LENGKAP NPWPD JUMLAH KETERANGAN
TANGGAL NOMOR TANGGAL NOMOR
Mengetahui : SINEKAWaNE, «ooveeeeaeieres

Kepala Bidang ( yang membidangi ) Kepala Seksi ( yang membidangi)

NIP.

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
HASAN KARMAN

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

AS R, SH
Pembina i
NIP. 19681016 1998 03 1 004




LAMPIRAN : XXIX PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

1A TAHUN 2012

27  JANUARI 2012 .
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Jalan ...ovvveene Telp/Fax ...........
newed s [ [T T TITTIT 10T T Kepada Yth
SURAT TEGURAN
NOMOr | e

Menurut Pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak melalui Media Ketetapan ......

Adalah sebagai berikut :

Rekening Bulan / Tanggal Jatuh Jumiah
Na Kode Kode ¥o,. Kl Tahun Tempo Tunggakan
_ Jumlah ............... ]

Dengan Huruf : { ..o,

)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, maka
diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini. Dalam
hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada kami | .......

Penagihan )
PERHATIAN Singkawang, ..o -
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 7 HARI
SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI, SESUDAH
BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN
DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT
PAKSA e
NIP.
WALIKOTA SINGKAWANG
ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YAS SH
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004

HASAN KARMAN
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LAMIPIRAN 1 00 PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 1A TAHUN 2012

TANGGAL 27 JANUARI 2012

TENTANG ‘PERUBAHAN ATAS PERATURAN WAUKOTA NOMOR
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN'
PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Jalam veveversarer Tolp/Fax ..cvreer reovanass
’ SURAT PAKSA
(11107 pl T o

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA -

WALIKOTA SINGKAWANG ‘
Nama Penanggung Pajak I k N I
Alamat : '
NPWPD S I S I I I O O O O
Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :
Rekening Bulan / Tanggal Jatuh Jumlah
N . i . . T
° Kode Kode No. Kohir Tahun Tempo ‘Tunggakan
J]TT1E:] ) J—— )

Dengan Huruf ; { bovmenrisaatre RN

1. Memerintahkan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan Pajakltersebut ke
Bendahara Penetrima (BP) ..o v-vremmermreesss dtau Bank Kalbar dengan Nomor Rekening ...... ditambah dengan biaya
penagihan dalam waktu 24 Jam setelsh Pemberitahuan Surat Paksa ini, '

2, Memerintahkan kepada Juru Sita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Juru Sita lain yang ditunjuk untuk
melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melaksanakan Penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak, apabila dalam waktu 2 x 24 jam Surat Paksa ini tidak dipeuhi. .

PERHATIAN SINgKAWANE, evrrevrrersrmensnns —

PAJAK HARUS DILUNAS! DALAM WAKTU 2 X 24 JAM an, Walikota Singkawang
. SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI.
SESUDAH BATAS WAKTU, TINDAKAN PENAGIHAN
AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN




1

E
s ¥

Pada hari ini ............. Tanggal ............. Bulan ............ TahUN e Atas Permintaan ............ yang beralamat di
Jalan .................., saya Juru Sita Pajak Daerah pada ............... dengan Alamat di Jalan

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara .......

Bertempat tinggal di .............. berkedudukan sebagai ................. Surat Paksa ini tertanggal .................... dan saya Juru Sita
Daerah, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung Pajak agar dalam waktu ? x
24 jam harus menyetor ke Bendahara Penerima (BP) atau Bank Kalbar Cabang Singkawang dengan Nomor Rekening
.......... dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan dan biaya selanjutnya, jika tidak
membayar dalam waktu yang sudah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun
barang yang tidak bergerak akan disita dan dijual di muka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar
hutang pajak, bunga, denda, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dilanjutkan dengan tindakan penyenderaan dan saya Juru Sita Pajak Daerah, telah menyerahkan salinan

Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak dan saya lakukan ditempat tinggal / kedudukan orang pribadi /
Badan yang menanggung Pajak.

Penyerahan Salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada ................... bertempat tinggal di ....... disebabkan ......
Yang Menerima Salinan Surat Paksa Juru Sita Pajak Daerah
s e i) ) | | — )
NIP

Biaya Pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :
1. Biaya Harian Juru Sita
2. Biaya Perjalanan

JUNNIBN sersermisismssisss P RPsssamnamssaiaa

WALIKOTA SINGKAWAN
ttd '
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

H
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004
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LAMPIRAN : XHXI PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG .
NOMOR 1A  TAHUN 2012
TANGGAL Z7  JANUARI 2012 IR
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21
TAHUN 2011 TENTANG PETUNIUK PEWMN
PAJAK AIR TANAH '
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
AN ervessn Tl F8X v ,
Kepada Yth.

. Nama Wajib Pajak / Penanggung Pajak

LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA
NOMOR : s eirenrrerere

Walikota rvirreeersensensensnas

Pembina
NIP. 18681016 1698 03 1 C04

NPWPD O 11117 O
Alamat :
Il. Pelaksanaan
1. Penyerahan salinan Surat Paksa dilaksanakan tanggal ....... -
2. Berita Acara Pelaksanaan Surat Paksa terlampir
3. Hutang Pajak sebagal berikut
MEDIA KETETAPAN YANG DIGUNAKAN. .
JUMLAH JUMLAH PAJAK JUMLAH PAJAK
ENING NOMOR T?:f;‘:" PAJAK YANG YANG TELAR DIBAYAR YANG TELAH DIBAYAR
NO E KOHIR TEMPO HARUS MENURUT MENURUT WAILB MENURUT MENURUT WAallB
Koo NAMA DIBAYAR | SURAY PAKSA PAIAK SURATPAKSA | - PAJAK
Il Data Mengenai wafib Pajak/Penanggung Fajak
A. Pengajusn / Penyelesaian Surat Keberatan
REKENING TANGGAL TANGGAL PENYELESAIAN SURAT KEBERATAN ,
NO : NK%T{EI‘!R JATUH SURAT TUNGGAKAN
KODE NAMA TEMPO KEBERATAN TANGGAL DITOLAK DITERIMA
B. Objek Sita - i
1. Jenis Barang Bergerak Terletak di: Taksiran Harga KESAN-KESAN DAN USULJURU SI_'TA
2. Jenis Barang Tidak Bergerak Terletak di: Taksiran Harga
Mengetahui Singkawang, ..,,. .
e e snsrarae e Juru Sita Pajak Daefah, -
e —————— e _—
NIP. o snemeerasssnsmsnnsanes ]| — .. .
4 : ¢ .
WALIKIDTA SINGKAWANG -
HASAN KARMAN .
Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Baglan Hul dan Perundang-undangan




LAMPIRAN : XXX PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 1A TAHUN 2012
TANGGAL 27 JANUARI 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA. NOMOR 21
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

NOMOR ; cvrrvrrrennsieranns

Nama Penanggung Pajak

PR ;D{H'HIHHIED

Alamat

Kepada siapa telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa NOMOT : wveeevvoennnnen.. Tanggal ....covueueee Hingga saat ini belum melunasi
jumlah pajak yang masih harus dibayarkan, maka dengan ini diperintahkan kepada :

Nama
NIP
labatan

Untuk melaksanakan Penyitaan barang-barang (bergerak atau tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, baik yang
berada di tempat Wajib Pajak / Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh
satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Penyitaan agar disampaikan dalam waktu paling lambat ...... hari setelah Pelaksanaan Penyitaan.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 14
(EMPAT BELAS) HARI SETELAH DILAKSANAKAN
PENYITAAN SESUDAH BATAS WAKTU ITU KAMI
AKAN  MENGAJUKAN PERMINTAAN KEPADA
BADAN URUSAN PIUTANG DAL LELANG NEGARA,
AGAR BARANG-BARANG YANG TELAH DISITA
DUUAL DIMUKA UMUM

(PASAL 31 PERWAKO SINGKAWANG NOMOR 10
TAHUN 2012)

WALIKIOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004
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LAMPIRAN : 000 PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 1A TAHUN 2012
TANGGAL 27 JANUARI 2012

\ TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK AIR TANAH

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

[LITIPITEIEIITRTY LIT P TN ITY

.lalm veverarrs TOIR | FOX vinery

P T L LT T LT

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA : '

[ [01,% 10 ] | & SE———
Pada harl ini ...w... @0EGaI bulan tahun atau kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan ...
(Kepala Dinas Pendapatan .} Nomor Tanggal c.eereoemeeewnns Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota- daiam
hal memilih domisiii di kantormya Jalan ............ Derdasarkan Sura‘t Paksa yang dikelvarkan pada tanggal NOMOr ...
vang telsh diberitahukan secara resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut di bawah ini, maka saya Juru Sita
Daerah, bertempat tinggal di Jalan .....coeeseee dengan dibantu oleh 2 {dua) orang Saksi Warga Negara Indonesia yang telah mencapal

usiz 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah dewasa dan dapat dipercaya, antara lain yaitu :

PO

L e nes PEKETj3AN o ' :
2. Pekerjaan . e

telah datang di rumah / Perusahaan Wajib Pajak / Penanggung Pajak :

Nama

wreo Iuliznnnnsnlinnius)

Alamat

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan termaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak, _k';rér_ta‘yang
bersangkutan masih menunggak Pajak tersebut di bawah ini :

JENIS PAJAK ’ ) JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR

Surat Perintat; Melakukan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagal bertkut
- Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rinclan barang-barang yang telah disita sebagal berikut :

lenls Barang Bergerak Terletak di Taksiran Harga

Frrtsass R IEL SIS R R TR R IR RO ST T TT T TErI e ey

TV R LIRS SP8 RS S rrEseeTEerreer IRy IAReY w

Jenis Brg Tdk Bergerak Terletal: dt

. i
B P T T .

Taksiran Harga

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan, karena :

Wajib Pajak ~ luru Sita Saksi-saksi

1. ' ( )
2, ( o]

WALIKIOTA SINGKAWANG
. ttd
HASAN KARMAN

_ Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Pemblna
NIP. 18831016 1898 03 1 004




LAMPIRAN  :)00(V  PERATURAN WAUKOTASINGKAWANG

- NOMOR : 1A TAHUN 2012 ,
"o TANGGAL : 27 JANUARI 2012
: TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN . WALIKOTA
- NOMOR ‘21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK .
- PELAKSANAAN PAJAK AIRTANAH

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

Jalan .veeeeneese PRI £:1].1 - S——
SINEKAWANE, wreserserserarsersensenss S
Nomor : Kepada Yth _
Peiihal : Pencabutan Sita Nama : "
. newro [ LLI T L1 1] CT3-LLd
Alamat D mvevevervetisnannas roeseninests

Berhubung Saudara telah melunaskan tunggakan-tunggakan pajak, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang
tetah dilakukan tANEEB wwewrmrmesreriews dENEAN ini DICABUT

Demikian agar dimaklumi.

An. Walikota Singkawang
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

¥ota Singkawang
\' --------------------
d NIP.
i Tembusan
1. Kepala Bidang { yang membidangi)
2. Juru Sita v
WALIKOTA SINGKAWANG Lo
ftd ST,
HASAN KARMAN:® '~ .~
Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukym dan Perundang-undangan
. Pembina

NIP. 19681016 1998 03 1 GO4
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LAMPIRAN  : 00XV PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR : 1A TAHUN 2012
TANGGAL : 27 JANUARI 2012 ' ©
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
21 TAKUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSAHAAN
PAJAK AIR TANAH :
» "oy T
T 11, T — " " Kepada Yth.
Lampiran D eeeervssseeemne Wallkota e
Perihal Permohonan Keberatan - of . FRRRRRP. S——
Oi- ssesmecsssesmasspessneys

Dengan hormat.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Pemilik / Pengelola
Alamat

Bertindak untuk dan atas nama
Nama / Merk Badan Usaha e eee s sesenesneeveesaresbrprs e sha st cr s

NPWPD :E]ﬁ lllJ_l[lJm

Alamat

Bersama ini kami akan mengajukan Surat Permohonan Keberatan Pajak atas Ketetapan ... dengan
NOMOF KOBIF & cerrrvirsee BUIIN coiinnicisines R 110 JEPS——— Sebesar Rp. w.onsrseeens

Adapun alasan kami :

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Tanda Terima Hormat Kami
Pemochon
Nama :
NIP ! T —— )
Jabatan
Tanda Tangan
' WALIKOTA SINGKAWANG
- .

HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YAS SH
Pembiha
NIP. 18681016 1898 03 1 004




1A TAHUN 2012

. NOMOR
‘ ' . v i ¥ TANGGAL 27 JANUARI 2012 R
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 21 TAFUJN 2011 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH
BUKU REGISTER SURAT PERMOHONAN KEBERATAN
Surat Permohonan Ketetapan Al NPWP Uralan Mengenal
No | Tanggal Terima Nama TAP Juml SIS, = < Keberatan
& Tanggal Nomor Tanggal Nomaor umliah
Thn / Bin
WALIKJOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukym dan Perundang-undangan

Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004
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LAMPIRAN  : XXXV]l  PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR : 1A TAHUN 2012

TANGGAL : 27 JANUARI 2012

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
21 TARUN-2011 TENTANG PETUNJUK PELAXSANAAN
PAIAK AIR TANAH

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

WALIKOTA .INGKAWAN G

SURAT KEPUTUSAN

WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : wccricrirsras

TENTANG
KEBERATAN PAJAX

Surat Permohonan Keberatan NOMOT ; .......cvmermmmmermemmnes
Tanggal

Atas Nama
Alamat :

NPWPD O O 1 O

MEMUTUSKAN

Surat Ketetapan
Nomaor Kohir H ) ;
Tahun / Bulan : S o
"Nama / Merk Usaha .

NPWPD O EF YT m oo

Nama Pemilik /
‘Pengelola . !

Semula ditetapkan i Rp.
Dikurangi {ditambah) dengan sejumlah Rp,
Besamya ketetapan menjadi Rp.

Dengan !'Iuruf H

Memenuhl Pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang diterima,

Apabila dikemudian harl ada kekeliruan dalam Surat Keputusan Keberatan ini, maka akan
+ diadakan pembetulan seperlunya. .

Ditetapkan di
Pada Fanggal

WALIKOTA SINGKAWANG

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukumn dan Perundang-undangan

Pembina
NIP. 19581016 1898 03 1 004




LAMPIRAN : XO0(VIll  PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR i 1A TAHUN 2012
TANGGAL : 27  JANUARI 2012
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK AIR TANAH

WALIKOTA INGKAWAN G

SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : .cocvirernnsnnnes
TENTANG
PENOLAKAN KEBERATAN

Membaca i Surat Permahonan Keberatan NOMOr © ...

Tanggal

Atas Nama

Alamat

NPWPD
Menimbang
Mengingat

MEMUTUSKAN

Menetapkan D iiiestisessintetesesoss suenssntaasabeses aitsYNs RO TR S SRR TR SYSRTRSRS S ST AL $4 HOR0S BOR SR PO T S OSP4 000 a0 seR SRS
PERTAMA ! Menolak Surat Permohonan Keberatan NOMOT | ....cuiimmmoemmiennons

Nomor Kohir .

Tanggal

Atas Nama 4 .

Alamat L adeascaseeneeiieich tea i Pk I

NPWPD g [CF BT U L)

Nama Pemilik S

BEFIRBURE wocsvsicsmizossiosssisis siviaimissitsessissicoiiasiss st wovinisssiabioesssstasmiasssiainemsainvoesisms e it Haavert ossens
KEDUA : Memenuhi Pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang diterima.
KETIGA 8 Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan Keberatan ini, maka akan

diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

WALIKOTA SINGKAWANG

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004




o :’n‘:; ’ ’ ' NOMOR iA  TAHUN piri¥) = ST, N
. o T e . - N N Y TANGGA‘L. 27 JANUARI 012 .
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKUT’A H}OMO'?’. U
21 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK AR TANAH
BUKU REGISTER SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN
o | ranmeatrest SK, KEBERATAN - maTAPKeberatanAtasSKPDKBISKPDKBTISKPDLBISKPDN e et | N,:::p:; | ortan engena
o | Tanggal Terima a L SK Keb ' t
Tanggal Nomor Thn / Bl Tanggal Nomaor Jumlah eberatan Alamat Keheratan
WALIKIOTA SINGKAWANG
td
HASAN KARMAN
Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Huku 1 dan Perundang-undangan
Y
P MALID
o - - *. "Pembina - o ‘ . -
- DL NIP19681016.1998 03 1 004 , : . - _
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LAMPIRAN : XL
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

1A TAHUN 2012
27  JANUARI 2012 , '
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WAUKOTA ROMOR

v 21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
v PAJAK AIR TANAH
»
PEMERINTAH KOTA SI;IGKAWANG
" 3800 e YOI FOK o -
Kepada Yth.
157111 ] - )
dLampiran coesrrresesmeernen e anares: L
Perihal Laporan Hasll Pemeriksaan di- S
Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan NOMOP : .ccieceeeissssssssssss Tanggal _' . _Kami telah ~
membukukan Pemeriksaan Lapangan terhadap : ' ) B
Nama, NPWPD, Objek / Nomor . '
N Catata
° Alamat Tujuan Pemeriksaan - Lampiran aanan
» ] .
) Adapun hasil pemeriksaan lapangn yang telah kami lakukan sebagaimana terlampir, apabila ada yang kurang jelas
. daapat menghubungi kami. '
Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Mengetahul Walib Pajak SINGKAWANE; svmssreresssarermsarenass
- Petugas
NIP. cerreersasmmerensenems NIP. S
WALIKIOTA SINGKAWANG
. ted
HASAN KARMAN
Saligan Sesugldlengan Aslinya
Kapgh’ﬁggiaq:ﬂukum'darl’Perundang—undangan
Pembina
NIP. 19681016 1998 03 1 004
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LAMPIRAN : Xu PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 1A TAHUN 2012
TANGGAL : 27 JANUARI 2012
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PAJAK AIR TANAH
Nomor ermssnsemsersipsrasn ortore s Kepada Yth.
Lampiran T sttt b
Perihal Permohonan Banding Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) -
di- Jakarta
Dengan hormat., '
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama Pemilik / Pengelola : eeetventsisns
Alamat
Bertindak untuk dan atas nama
Nama Badan Usaha . g
NPWPD O LT3 ]
Alamat e
Telah mengajukan Surat Permohonan Keringanan / Keberatan Pajak Nomor : ......... Tangg.a.l ~ Atas

Media Ketetapan ........... Bulan ... Tahun ....... Nomor Kohir ... Sebesar Rp. ...... Tentang ...  °~

Selanjutnya mengajukan Surat Permohonan Banding ini dengan alasan :

e

Demikianiah agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih .

Hormat Saya
Pemohon

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesual dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

YAS) RS
Pembina
NIP. 19681016 1898 03 1 004




IAMPIRAN : XUl PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 1A TAHUN 2012

% TANGGAL : 27 JANUARI 2012
' TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
> 21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
b2 PAJAK AIR TANAH
Perihal : Permohonan Pembetulan/ Kepada Yth.
Pembatalan/Pengurangan/ Walikota Singkawang
Penghapusan Sanksi Adm. " Tq. Kepala SKPD Kota Slngkawang
, di- Singkawang
s Dengan hormat.
Yang bertanda tangai dibawah ini :
z Nama Pemilik D e e s e
Alamat R
Bertindak untuk dan atas nama
Nama Badan Usaha D sssemsmssmsensasesssssersieserinsinysnenny -
NPWPD OO M
Alamat
Kami mengajukan Surat Permohonan Pembetulan/Pembatalan/Pengurangan/Penghapusan Sanksi
Administrasi atas SKPD/SKPDT/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDKLB/STPD*) Nomoy .......- Bulan ... Tahun .........
jumiah Rp. weeees

w WY

-

Dengan atasan sebagai berikut :

-----------------------------------

[CTTYTTIY TIY T LI LTI FEERRaERER AT REROYT S RssRRa TR RTa TS

-------------------------------------------------

-----------------------------------

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.
Hormat Saya
Pemohon, ©
ST , ....... )

*) Coret yang tidak perfu
i

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd SR
HASAN KARMAN ,

Salinan Sesuai dengan Aslinya ' . - '
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan ' l

ASMALIZ
Pembina
NIP, 1?§ﬁﬂﬂ]6 1998 03 1 004
gl
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NOMOR 1A TAHUN 2012

TANGGAL ,27 JANUARI 2012 = ;

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN =~ WALIKOTA
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUF
PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH

BUKU REGISTER SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN/PEMBATALAN/PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

No

Surat Permohonan

Atas SKPD/SKPDT/SKPDKB/SKPDLB/SKPDN/STPD

Tanggal Terima Tanggal -

Nama TAP
Thn / Bin

Tanggal

Nomor

Jumlah

Nama

Alamat NPWPD Uraian

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hulgm dan Perundang-undangan

NIP. 19681016 1998 03 1 004

WALIKIOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN




LAMPIRAN : XLV | PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 1A TAHUN 2012
TANGGAL 27  JANUARI 2012

LU

) ' TENTANG P-ERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 21
" TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
% PAJAK AIR TANAH : ’

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

LRI LTI P PP PT R

LT, — T ) .

LLLLLL IR LT TR T IS Y

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Nomor:

L]
a

“Berdasarkan Surat Tugas Penelitlan/Pemeriksaan Wajib Pajak Nomor ... Tanggal ... telah melakukan Penelitian / Pemeriksaan
terhadap mumseersmeenes ok

I. WAJIB PAJAK : .
Nama / Merk Usaha ' : o S

2. NPWPD O O O O
3. Alamat : : ' e
4, Nama Pemilik/Pengelola ! :
5. Alamat H

[} OBJEK PAJAK

.

oW

<

N LAIN-LAIN

L .
2.
3.
Konfirmas! Atas Kebenaran SINGKAWENE, wervevrreremrerenairenas
Wajib Pajak

Kepaia Bidang (yang membidangi)

) || —

WALIKJOTA SINGKAWANG
o
HASAN KARMAN

+F

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

ASMALISAR, SH
_ Pembinar
NP, 19681016 1098 05 1 004

[ e

- W=



LAMPIRAN  :  XLVI  PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : 1A TAHUN 2012
TANGGAL : 27 JANUARI 2012
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR
21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNIUK PELAKSANAAN
PAJAK AIR TANAH

LEEEAY

s R 4

oy

WALIKOTA SINGKAWANG

SURAT KEPUTUSAN

4 WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : T TR IR

TENTANG
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRAS!

Membaca : Surat Permohonan NOMOT { .evesesemrrmserss
Tanggat :
Atas Nama ’
Alamat D s

wwo [ LTI OO O .

Menimbang

oW

Mengingat

-'3-' i

MEMUTUSKAN L

-r

Menetapkap !

PERTAMA : Menerima Surat Permohonan Nomor ; ' '
Tanggal : . ; . R
Atas Nama !
Alamat

NPWPD :D[lll-lll]llll_]_]’l

Berhubung

z KEDUA : ‘Memenuhi Pembayaran sesual dengan Surat Ketetapan-yang telah dibetulkan sebagaimana
terlamplr. '

- KETIGA : Apabila dikemudian harl ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dladakan
pembetulan seperlunya, . :

Ditetapkan d
Pada Tanggal

WALIKOTA SINGKAWANG

WALIKOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Sslinan Sesual dengan Aslinya
Kepala Baglan Hu dan Perundang-undangan

T e
- B ..\"

Pembina:
NiP, 18681016 1598 03 1 004




FLRATUNRAN YYALIRV T A gIvaRAYWANO

Salinan Sesuai'dengan Aslinya

Kepale Bagian

dan Perundang-undangan

- Pembina _
NIP. 19681016 1898 03 1.004

LAIVIFIRANY ALVH
& . NOMOR 1A TAHUN 2012
. PL O I v ‘ .
TANGGAL 27 JANUARI 2012 - S :
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH
BUKU REGISTER SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRATIF
) —— SK. Pembetulan — T;emﬂwmn Atas SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN orntah Me K:Iu:;::l;‘ N:::P;:. Uralan Mengenal
T: J !
Tanggal Nomor Tha/ 8in anggal Nomor umlah SK Pembetulan o i Pembetulan
WALIKIOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN
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LAMPIRAN  : XUVl "PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 1A TAHUN 2012 .

TANGGAL 27  JANUARI 2012 :

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR If TAHUN 2011 YENTANG PETUN.IUK_
PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH '

WALIKOTA SINGKAWANG

SURAT KEPUTUSAN

WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR : veeveersssocnes

TENTANG
PENOLAKAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN, KEBERATAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKS! ADMINISTRASI

Membaca : Surat Permohonan Nomor :
Tanggal
Atas Nama H

Alamat

weo LI CEEERIT O M

Menimbang
Mengingat : .
MEMUTUSKAN
‘Menetapkan :
PERTAMA oot Menolak Surat Permohonan Nomor: ...
Tanggal o
Atas Nama H
Alamat -
NPWPD ) LI TT] T £
Berhubung
KEDUA : Memenuhl Pembayaran sesual dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.
KETIGA : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan Ini, maka akan diadakan
pembetulan seperiunya.
Ditetapkan di
Pada Tanggal
WALIKOTA SINGKAWANG -
WALIKOTA SINGKAWANG ]
tid .
HASAN KARMAN oo

Salinan Sesuai dengan Aslinya e
Kepala Baglan Hukum dan Perundang-undangan e

Pemblna . -
NIP, 19631016 1998 03 1 004 ' '




N s

¢ S " NOMOR 1A TAHUN 2012
. orte o ' 1 w v T e TANGBAL  * 27 JANUARI 2012 ¢, " &i%) 1w
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ~WALIKOTA
NOMOR 21 TAHUR 2011 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH
BUKU REGISTER SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRATIF
sK. Per@lakan Pembﬂl::;“z:'mba;lan, Jumfah Menurut SK. Penolakan
No | Tanggal Terima Pengurangan Sz stra Pembetulan, Pembatalan, Nama, NPWPD, dan Alamat Uralan Mengenal Penolekan
Tangga! Nomoc Pengurangan Sanksi Administrasl ’
WAUKIOTA SINGKAWANG
ttd
HASAN KARMAN

Salinan Sesualdengan Adlinya
m dan Perundang-undangan

Pembina
NIP. 19681616 1638 C3 1 004
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LAMPIRAN : L PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 1A TAHUN 2012
TANGGAL 27 JANUARI 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN. WALIKOTA
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PAJAX AIRTANAH
......... ,
Nomor : Kepada Yth,
Lampiran : Walikota Singkawang
Perlhal Permohonan Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Pajak Daerah | di- Singkawang

Dengan hormat.

Sesual dengan Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding/Keleblhan Pembayaran atas SPTPD Nomor

s 8ANEEAN ... kaml mohon dengan hormat kepada Wallkota Singkawang untuk membayéir kelebihan
pembayaran:

Nama

NPWPD O O O

Alamat

Péekerjaan

Kaml mengajukan Surat Permohenan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sejumlah Rp.

Dengan alasan ; )
1 R

demikian agar kiranya agar Bapak dapat menyetujuinya, atas perhatian Bapak kami ucapkan terir'l‘_m.a kasih.

Hormat'Saya®
Pemohonﬁ'__"'_ C

WALIKOTA SINGKAWANG
tte C
HASAN KARMAN

Salinan Sesual dengaﬁ Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Pembina

NIP. 19881015 1998 03 1 004
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LAMPIRAN :n PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

Jalan ..ooveevervensrnsnnes TOINFAX 0000 eeen

NOMOR : 1A .TAHUN 2012 Lo
TANGGAL : 27 JANUARI 2012 FENVEE
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN = WALIKOTA
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PAJAK AIR TANAH '
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG SPMKPD

(SURAT PERINTAR MEMBAYAR KELEBIHAN PN;RK'DAERAHII
Tahun ANREALaD  mveswomse  BUKIN  icevrmaversvoqroseesseemes

Nomor RS
Képada Kepala ; Dip’e’rintal:lka'n' untuk membayar SKPDLB dengan SPMU pengeluaran W%iib’ Pajak
Nama :
NPWPD: : "
NiP :

Berdasarkan Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar Nomor ...,

Tanggal ....... ( térlamplr ) sebagal berikut

Kode Rekening Pajak
Nama Pajak

Jumlah :

Demikian untuk diketahul dan dilaksanakan.

SINEKAWENE, wevrorsrssnrerassrssssres serve

Walikota Singkawang

Salinan Sesual dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Pembina
NIP, 18681016 1888 03 1 004

WALIKOTA SINGKAWANG
tid , '
HASAN KARMAN




